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KATA PENGANTAR

Puji  syukur kita  panjatkan
kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat dan nikmat Nya,
sehingga penyusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan yang
menggambarkan pelaksanaan tugas
Pengadilan Tinggi Makassar dan
Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan
tahun 2024, dapat diselesaikan. Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini
meliputi  bidang  teknis  yudisial,
pengawasan internal, pembinaan
sumber daya manusia, pengelolaan
sarana dan prasarana, pengelolaan
| keuangan, serta pengelolaan
administrasi. Disamping memberikan
informasi sebagai bentuk pertanggung
jawaban tentang pelaksanaan tugas,
diharapkan pula dapat menjadi bahan
evaluasi dan perencanaan di masa
mendatang agar kinerja Pengadilan
Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri
se-Sulawesi Selatan menjadi lebih baik,
untuk dapat mendukung pelaksanaan
reformasi birokrasi.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 telah diupayakan
secara optimal dan objektif, namun apabila masih terdapat kekurangan dan
ketidaksempurnaan. Oleh karena itu adanya saran yang konstruktif sangat
diharapkan dari semua pihak, untuk kesempurnaan laporan dan peningkatan kinerja
yang lebih baik lagi.

Akhirnya, dengan tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024
kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih
kepada segenap Tim Penyusun dan semua warga Pengadilan Tinggi Makassar dan
Pengadilan Negeri se- Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mendukung
penyusunan laporan ini dan melaksanakan tugas dengan bersungguh—sungguh,
dengan semangat demi terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassandan Pengadilan
Negeri se-Sulawesi Selatan yang Agung.
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BAB | PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk  menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hal ini
berdasarkan pada Undang Undang
Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 dan 2 jo
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi. Pada lingkungan
Peradilan Umum, Kekuasaan
Kehakiman dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi
sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tinggi Makassar
mempunyai  tugas  pokok  untuk
memeriksa, memutus dan mengadili
perkara pidana, perkara perdata,
perkara tipikor di tingkat banding serta
mengadili di tingkat pertama dan terakhir
sengketa kewenangan mengadili antar
pengadilan negeri di daerah hukumnya.
Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan
Tinggi juga mempunyai beberapa
fungsi yaitu sebagai kawal depan
(voorpost) Mahkamah Agung dalam
melakukan pengawasan di wilayah
hukumnya, melakukan pembinaan dan
konsultasi terhadap penyelenggaraan
peradilan  di  wilayah  hukumnya,
menyusun laporan hasil pengawasan,
menyusun laporan perkara, menyusun
statistik perkara serta mengkaji hasil
evaluasi dan laporan periodik dari
semua pengadilan negeri di wilayah
hukum pengadilan tinggi dan salah
satunya adalah Laporan Pelaksanaan
Kegiatan.

Wilayah  Hukum Pengadilan Tinggi
Makassar sebagai salah satu kawal depan
Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi yang
sangat luas dengan wilayah yurisdiksi 23
(dua puluh tiga) satuan kerja Pengadilan Negeri
yang tersebar di Kota dan Kabupaten se
Sulawesi Selatan.
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Pengadilan  Tinggi Makassar mengharapkan terwujudnya / t

ransparansi
peradilan dan pelayanan publik yang baik guna mendukung transparansi peradilan yang
sangat ditunggu dan didambakan oleh masyarakat pencari keadilan di Makassar.

Sejalan dengan itu seluruh satuan kerja Peradilan Negeri se Sulawesi Selatan telah
mengelola website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan
informasi dan selain itu transparansi seluruh Pengadilan Negeri se Sulawesi Selatan
diwajibkan untuk mengelola meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
sebagai garda depan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan,
serta mewajibkan seluruh aparat Peradilan untuk meng-input data perkara kedalam
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Bahwa sejalan dengan transparansi Informasi melalui Informasi Teknologi (IT)
Pengadilan Tinggi Makassar tetap berupaya untuk melakukan upaya mendukung
Pembaruan di Mahkamah Agung, sebagaimana yang digariskan didalam Cetak Biru
Pembaruan Badan Peradilan 2010-2035 yang berisi langkah-langkah dan upaya
pengadilan unggul meliputi 7 (tujuh) area yang harus dikembangkan yaitu:

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan;
Kebijakan-kebijakan Pengadilan;
Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran;
Penyelenggaraan Persidangan;
Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan:
Pelayanan Pengadilan yang terjangkau:
Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan;

oI e ol N

Bahwa sebagai wujud konkrit Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman, telah melakukan langkah-langkah kongkrit yaitu:
1. Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman, terus meningkatkan ketaatan
pada asas dan peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan
kekuasaan kehakiman, dengan lebih memperhatikan hal-hal yang sudah diatur
dalam peraturan. Asas-asas penyelenggaraan peradilan adalah sebagai berikut:
a. Semua pengadilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila.

b. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA KUASA”.

c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut

dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2
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. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan.

. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada
yang ditentukan oleh undang-undang.

. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seseorang yang ditugaskan
melakukan pekerjaan panitera.

. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali
undang-undang menentukan lain.

Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat,
pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding
kepada  Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang menentukan lain.

. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang menentukan lain.

. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, pihak- pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang
ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak
dapat dilakukan peninjauan kembali.

. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan
tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili.

Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang
dan Hakim Anggota yang memutus dan juga oleh Panitera yang membantu
persidangan.

. Setiap Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan PP.

. Setiap hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

. Di dalam menjalankan tugasnya, setiap hakim harus memperhatikan hak,
kewajiban dan kewenangannya sebagaimana di atur dalam peraturan-
perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah
berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh
Ketua Pengadilan.

. Dan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, harus memperhatikan nilai
kemanusiaan dan keadilan.

. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

ik
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10.

Di dalam Menyusun Suatu Perencanaan, harus lebih meningkatkan dan

memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas stabilitas (principle of planning stability), artinya perencanaan diadakan
untuk masa mendatang yang penuh perubahan dan ketidakpastian, dan karena
kondisi yang penuh perubahan maka perlu adanya stabilitas, baik program
kegiatan, schedule/jadwal maupun anggarannya.

b. Asas rasional, yaitu berdasarkan pemikiran-pemikiran dan perhitungan
secara rasional, logis, bukan sekedar ramalan dan bukan sekedar atas
kebiasaan yang telah dilakukan selama ini.

Cc. Asas kontinyu, yaitu mempunyai wawasan ke masa depan yang diinginkan
atau berkelanjutan. Artinya perencanaan harus terus menerus dibuat dan
berkelanjutan. Tidak sekali saja dibuat untuk seumur hidup organisasi.

d. Asas alternatif (principle of present choices). Perlu menentukan pilihan sejak
awal, yang disusun sekarang. Oleh karena itu: orang, biaya, metoda, dan lain-
lain, ditentukan untuk ikut menentukan hasilnya nanti.

e. Asas perkiraan (principle of positive action). Untuk tidak gagal dalam
mendapatkan hasil di masa datang, harus menyusun/membuat rencana
sekarang yang tepat (sound plan) dan yang dapat direalisasikan secara positif.

f. Asas keseimbangan (principle of common surate effert). Perencanaan harus
mengarah kepada usaha-usaha vyang serasi/seimbang. Jadi, tidak
mengedepankan masalah teknis yudisial saja, akan tetapi juga memikirkan pula
masalah non teknis yudisial.

g. Asas fleksibel/lentur (principle of resistance to change). Mengikut sertakan
untuk melakukan perubahan melalui perencanaan, artinya luwes, dimanapun
dalam hal apapun, serta bila manapun perencanaan itu cocok dapat
dilaksanakan. Jadi dapat diterapkan pada tempat, waktu dan keadaan
bagaimanapun juga.

h. Asas Manfaat, artinya perencanaan itu betul-betul memberikan manfaat dalam
pencapaian tujuan organisasi, menghilangkan ketidakpastian dan
membentuk hari depan yang lebih baik.

Meningkatkan peran serta seluruh aparatur / komponen Pengadilan, yaitu Hakim,

Pejabat Struktural, pejabat fungsional kepaniteraan / kejurusitaan dan staf, di

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan;

Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses

pengambilan keputusan;

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, melalui Standard Operasional
Procedure (SOP) dengan baik;

Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab aparatur
Pengadilan/seluruh komponen Pengadilan.

Membuat penetapan kinerja bagi seluruh Pejabat Pengadilan dan pejabat-
pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk meningkatkan dan
mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentuy,
melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan
keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat .

Melaporkan harta kekayaan seluruh aparatur Pengadilan yang terkena peraturan
untuk itu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan
negara yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-
masing Pengadilan.

Pengadilan Tinggi Makassar terus meningkatkan upaya pengawasan dan
pembinaan terhadap seluruh kinerja aparatur Peradilan dibawahnya, dengan cara
sebagai berikut:
a. Pembinaan
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Bahwa jadwal kunjungan kerja disetiap Pengadilan Negeri di ah Hukum
Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Makassar dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Makassar, dengan didampingi oleh Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris.
Selain Pembinaan dengan kunjungan langsung ke Pengadilan Negeri juga
dilakukan pembinaan melalui teleconference.

b. Pengawasan
Bahwa jadwal kunjungan kerja disetiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Makassar, dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah
dengan didampingi oleh Pejabat struktural dan Pejabat fungsional
kepaniteraan yang ditunjuk, dengan melakukan pemeriksaan terhadap bidang
Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan.

11. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan, seiring dengan
berjalannya waktu maka di akhir penghujung tahun 2015, Mahkamah Agung telah
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tentang

/R

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN  PERADILAN yang berlaku sejak tanggal di
Undangkan.

12. Dalam pengelolaan keuangan negara, Pengadilan Tinggi Makassar, telah
meningkatkan:

a. Kualitas dalam tata cara dan keterampilan dalam penyusunan perencanaan
anggaran (RKA-KL) yang aspiratif (memenuhi standar kebutuhan Pengadilan),
partisipatif ~ (melibatkan selurun  komponen pengadilan), didasarkan
argumentasi, parameter yang obyektif dan skala prioritas.

b. Kualitas dalam pengelolaan anggaran, mulai dari pemenuhan kebutuhan
anggaran pengadilan, adanya revisi anggaran, proses pencairan anggaran
yang lebih terjadwal, adanya penentuan skala prioritas penggunaan anggaran
dan lain sebagainya.

VISI dan MISI

Salah satu syarat agar organisasi Mahkamah Agung ini dapat berjalan dengan
baik adalah adanya suatu VISI dan MISI.

Adapun Visi Mahkamah Agung RI (yang juga merupakan penegasan dan
perwujudan kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan
kehakiman) telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

= Agung’

~ “Terwujudnya Badan Peradilan l_ndo'né's_ia-')’farig_}

~ MISI MAHKAMAH AGUNG:

. Mengadili pada tingkat kasasi o
2. Menguiji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang |
- Membina keseragaman dalam penerapan
hukum (e SRS
. Menjaga agar semua hukum dan undang-
undang diterapkan secara adil, tepat, dan

 benar '




Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan
Kehakiman dalam menunjang dan mendukung serta mewujudkan visi dan misi
Mahkamah Agung, telah melakukan langkah-langkah konkrit mewujudkan visi dan
misinya, yaitu:

Visi Pengadilan Tinggi Makassar adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassar Yang Agung”
Sedangkan bersamaan dengan visi tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya juga mempunyai Misi, yaitu:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Makassar.

2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Makassar
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparasi di Pengadilan Tinggi Makassar




BAB Il
KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKA
DI PERADILAN UMUM

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan (Pasal
24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen ke-lV, kekuasaan kehakiman
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI,
Badan-badan peradilan lain di bawah
Mahkamah Agung (Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan
Militer, Peradilan Agama) dan Mahkamah

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-
Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan
kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan
kepada badan-badan peradilan (Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,
dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan
tertinggi dengan tugas pokok untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan  setiap  perkara yang
diajukan kepadanya)

Berikut ini rincian keadaan perkara Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Makassar tahun 2024.

Tabel I1.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2024

SISA PERKARA PUTUS
NO SATKER PERKARA PERKARA MASUK 2024 SISA
2023 2024
1 | PN MAKASSAR Pidana Biasa 359 1617 855 | 336
KELAS | A KHUSUS Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 48 48 0
Pidana Lalu Lintas 0 15400 15400 0
Pidana Khusus Tipikor 51 120 129 42
Pidana Khusus Anak 1 53 47 6
Pidana Pra Peradilan 5 27 24 3
Perdata Gugatan 183 512 479 | 216
Perdata Permohonan 26 779 756 49
Perdata Khusus Kepailitan 3 3 6 0
Perdata Khusus Niaga
PKPU 2 14 14 2
Perdata Khusus Niaga HKI 0 1 1 0
Perdata Khusus Niaga Lain 1 4 4 1
Perdata Khusus PHI 3 39 34 8
Perdata Perlawanan 1 32 27 16 |
Perdata Gugatan
Sederhana 9 63 66 6
Perdata Eksekusi 167 70 120 117
2 | PN SUNGGUMINASA | Pidana Biasa 20 382 422 50
KELAS | A Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 3 3 0
Pidana Lalu Lintas 0 7264 7264 0
Pidana Khusus Anak 2 15 17 0
Pidana Pra Peradilan 3 3 6 0
Perdata Gugatan 42 100 98 44
Perdata Permohonan 9 282 286 5
Perdata Perlawanan 2 6 6 2
Perdata Gugatan
Sederhana 0 12 10 2
Perdata Eksekusi 16 22 25 13
3 | PN WATAMPONE Pidana Biasa 21 382 384 19
KELAS | A Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 2 2 0




Pidana Lalu Lintas 0
Pidana Khusus Anak 0
Pidana Pra Peradilan 0
Perdata Gugatan 18
Perdata Permohonan 1
Perdata Gugatan
Sederhana 1
Perdata Eksekusi 27
PN MAROS Pidana Biasa 5
KELAS I B Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 3 3 0
Pidana Lalu Lintas 0 4301 4301 0
Pidana Khusus Anak 0 5 5 0
Pidana Pra Peradilan 0 1 0 1
Perdata Gugatan 12 51 40 23
Perdata Permohonan 4 46 50 0
Perdata Perlawanan 0 1 1 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 7 0 7
Perdata Eksekusi
PN MAKALE Pidana Biasa 16 152 163 5
KELAS | B Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 4 4 0
Pidana Lalu Lintas 0 359 359 0
Pidana Khusus Anak 3 17 A 3
Pidana Pra Peradilan 0 1 1 0
Perdata Gugatan 55 267 275 47
Perdata Permohonan 1 141 141 1
Perdata Perlawanan 0 0 0 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 2 2 0
Perdata Eksekusi 11 8 8 11
PN PALOPO Pidana Biasa 24 162 148 38
KELAS I B Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 4 4 0
Pidana Lalu Lintas 0 70 70 0
Pidana Khusus Anak 1 12 13 0
Perdata Gugatan 14 42 41 15
Perdata Permohonan 3 135 136 2
Perdata Perlawanan 0 1 1 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 4 4 0
Perdata Eksekusi z] 8 1 10
PN SENGKANG Pidana Biasa 34 212 196 50
KELAS | B Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 36 36 0
Pidana Lalu Lintas 0 3,031 3031 0
Pidana Khusus Anak 0 5 5 0
Perdata Gugatan 20 41 39 22
Perdata Permohonan 1 67 67 1
Perdata Gugatan
Sederhana 0 0 0 0
Perdata Eksekusi 2 4 2 2
PN BULUKUMBA Pidana Biasa 34 195 214 15
KELAS | B Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 3 3 0
Pidana Lalu Lintas 0 746 746 0
Pidana Khusus Anak 1 8 9 0
Pidana Pra Peradilan 0 1 1 0
Perdata Gugatan 6 24 14 13
Perdata Permohonan 10 233 236 2
Perdata Gugatan
Sederhana 0 4 3 1
Perdata Eksekusi 9 2 4] 10
PN PANGKAJENE Pidana Biasa 20 102
KELAS Il Pidana Singkat 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 2
Pidana Lalu Lintas 0 228
Pidana Khusus Anak 0 4
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Perdata Gugatan 11 10
Perdata Permohonan 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 4 4 0
Perdata Eksekusi 5 4 2 7
10 | PN BARRU Pidana Biasa 14 74 87 1
KELAS I Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 1 1 0
Pidana Lalu Lintas 0 1202 1202 0
Pidana Khusus Anak 0 1 1 0
Pidana Pra Peradilan 0 0 0 0
Perdata Gugatan 6 25 23 8
Perdata Permohonan 2 127 129 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 5 5 0
Perdata Eksekusi 1 0 1 0
11 | PN PAREPARE Pidana Biasa 5 237 213 24
KELAS II Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 2 2 0
Pidana Lalu Lintas 0 582 582 0
Pidana Khusus Anak 0 2 2 0
Perdata Gugatan 10 40 40 10
Perdata Permohonan 0 98 98 0
Perdata Perlawanan 0 2 2 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 4 4 0
Perdata Eksekusi 4 8 4 8
PN SIDENRENG
12 | RAPPANG Pidana Biasa 49 231 261 19
KELAS II Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 2 2 0
Pidana Lalu Lintas 0 4290 4290 0
Pidana Pra Peradilan 0 1 1 0
Perdata Gugatan 14 66 63 17
Perdata Permohonan 2 57 57 2
Perdata Gugatan
Sederhana 0 7 7 0
Perdata Eksekusi 10 12 8 14
13 | PN PINRANG Pidana Biasa 41 230 232 39
KELAS 11 Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 6 6 0
Pidana Lalu Lintas 0 291 291 0
Pidana Khusus Anak 0 12 12 0
Pidana Pra Peradilan 0 6 6 0
Perdata Gugatan 17 25 29 13
Perdata Permohonan 0 81 80 1
Perdata Perlawanan 1 3 3 1
Perdata Gugatan
Sederhana 0 30 27 3
Perdata Eksekusi 11 5 7 9
14 | PN TAKALAR Pidana Biasa 11 93 92 12
KELAS lI Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 4 4 0
Pidana Lalu Lintas 0 B79 879 0
Pidana Khusus Tipikor 0 0 0 0
Pidana Khusus Anak 0 8 8 0
Pidana Pra Peradilan 0 2 2 0
Perdata Gugatan 16 36 39 13
Perdata Permohonan 0 46 44 2
Perdata Perlawanan 0 2 2 0
Perdata Gugalan
Sederhana 0 5 4 1
Perdata Eksekusi 6 5 4 7
15 | PN JENEPONTO Pidana Biasa 15 110 110 15
KELAS II Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 5 5 0
Pidana Lalu Lintas 0 429 429 0
Pidana Khusus Anak 0 3 3 0
Perdata Gugatan 14 32 34 12
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Perdata Permohonan 0 36 3
Perdata Gugatan
Sederhana 0 4 4 0
Perdata Eksekusi 14 1 0 15
16 | PN BANTAENG Pidana Biasa 2 113 111 4
KELAS || Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 3 3 0
Pidana Lalu Lintas 0 703 703 0
Pidana Khusus Anak 0 6 6 0
Pidana Pra Peradilan 0 2 2 0
Perdata Gugatan 4 6 9 1
Perdata Permohonan 0 83 83 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 3 3 0
Perdata Eksekusi 6 7 3 10
17 | PN SINJAI Pidana Biasa 15 149 150 14
KELAS Il Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 11 11 0
Pidana Lalu Lintas 0 128 128 0
Pidana Khusus Anak 0 3 3 0
Perdata Gugatan 3 9 10 2
Perdata Permohonan 0 89 89 0
Perdata Eksekusi 1 1 0 2
18 | PN WATANSOPPENG | Pidana Biasa 5 83 87 1
KELAS II Pidana Singkat 0 4 4 0
Pidana Cepat/Ringan 0 3 3 0
Pidana Lalu Lintas 0 324 324 0
Pidana Khusus Anak 0 0 0 0
Perdata Gugatan 3 16 14 5
Perdata Permohonan 0 70 70 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 1 1 0
Perdata Eksekusi 0 2 1 1
19 [ PN SELAYAR Pidana Biasa 2 39 38 3
KELAS Il Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 12 12 0
Pidana Lalu Lintas 0 191 191 0
Pidana Khusus Anak 0 3 3 0
Pidana Pra Peradilan 0 0 0 0
Perdata Gugatan 2 9 8 3
Perdata Permohonan 0 105 105 0
Perdata Perlawanan 0 0 0 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 5 5 0
Perdata Eksekusi 1 0 1 0
20 | PN MALILI Pidana Biasa 23 169 173 19
KELAS II Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 2 2 0
Pidana Lalu Lintas 0 154 154 0
Pidana Khusus Anak 0 9 9 0
Pidana Pra Peradilan 0 2 2 0
Perdata Gugatan 12 85 77 20
Perdata Gugatan
Sederhana 0 6 6 0
Perdata Permohonan 6 104 110 0
Perdata Eksekusi 1 5 3 3
21 | PN MASAMBA Pidana Biasa 14 138 135 17
KELAS I Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 6 6 0
Pidana Lalu Lintas 0 324 324 0
Pidana Khusus Anak 1 2 3 0
Pidana Pra Peradilan 0 0 0 0
Perdata Gugatan 5 50 43 12
Perdata Permohonan 0 58 57 1
Perdata Gugatan
Sederhana 0 6 6 0
Perdata Eksekusi 46 2 2
22 | PN ENREKANG Pidana Biasa 13 54 0
KELAS II Pidana Singkat 0 0 0
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Pidana Cepat/Ringan 0 2 2 0
Pidana Lalu Lintas 0 8 8 0
Pidana Khusus Anak 0 3 3 0
Pidana Pra Peradilan 0 2 2 0
Perdata Gugatan 8 32 22 15
Perdata Permohonan 3 41 44 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 0 0 0
Perdata Eksekusi 7 6 8 5
23 | PN BELOPA Pidana Biasa 26 141 132 35
KELAS 1| Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat/Ringan 0 1 1 0
Pidana Lalu Lintas 0 2194 2194 0
Pidana Khusus Anak 0 3 3 0
Pidana Pra Peradilan 0 4 4 0
Perdata Gugatan 10 48 38 15
Perdata Permohonan 0 36 36 0
Perdata Gugatan
Sederhana 0 3 3 0
Perdata Eksekusi 1 3 0 3

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima,
meneliti, memeriksa dan memutus perkara banding pidana, perdata dan perkara Tindak
pidana korupsi yang diajukan, oleh Pengadilan Negeri Se Sulawesi Selatan terdiri dari
23 (dua puluh tiga) Satker. Berkas perkara yang dimohon banding adalah Perkara
Perdata Gugatan, untuk Perkara Pidana terdiri Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana
Cepat/Ringan/Lalu Lintas serta Pidana Khusus Tipikor.
Berikut ini rincian keadaan perkara Tingkat Banding di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2024.

Tabel II.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2024

TINGKAT BANDING
NO SATUAN KERJA SISA MASUK | PUTUS
2023 | 2024 | 2024 s bt

Pidana 6 568 550 3
i Pidana Anak 0 7 7 0
4 ﬁz’;gfid"a“ Pidana Tipikor 0 65 80 5
Makassar Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 23 151 157 17
PHI 0 0 0 0
) Pidana 29 118 140 7
) Ezrg‘gfid"a" Pidana Anak 0 2 2 0
Sungguminasa |_Fidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 9 46 50 5
) Pidana 0 16 15 0
s Eiggefid"a" Pidana Anak 0 1 1 0
Pangkajene Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 2 10 7 5
Pidana 2 12 11 3
4 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Barru Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 9 8 2
Pidana 2 11 12 1
5 Pengadilan  Pidana Anak 1 0 1 0
Negeri Takalar | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 2 23 20 5

Pidana 6 10 11 5]
6 Pengadilan Pidana Anak 0 1 1 0
Negeri Maros | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 8 17 15 10
7 Pidana 2 37 37 1
Pidana Anak 0 0 0 0




Pengadilan Pidana Lalu Lintas 0 0
.r;l:ng:;onto Perdata 10 14

) Pidana 12 117 119 10
8 zzggfidgg:‘e_ Pidana Anak 0 0 0 0
Pare Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 4 10 11 3
Pengadilan Pidana 13 172 162 23
g | Negeri Pidana Anak 0 0 0 0
Sidenreng Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Rappang Perdata 4 17 19 2
Pidana 5 105 97 13
10 Pengadilan Pidana Anak 0 1 1 0
Negeri Pinrang | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 2 11 11 2
_ Pidana 5 45 42 8
- E‘:ngid"a" Pidana Anak 0 0 0 0
Watampone Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 0 37 27 10
] Pidana 3 26 27 3
- Eggg’:d"a" Pidana Anak 0 0 0 0
Watansoppeng Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 2 8 9 1
) Pidana 7 95 87 15
- Ezggz_d*'a” Pidana Anak 0 1 1 0
Sengkang Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 4 15 17 2
Pidana 7 25 26 5
Pengadilan Pidana Anak 0 1 1 0

14 | Negeri : -
Bantaeng Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 3 3 5 1
Pidana 0 60 50 10
15 Pengadilan Pidana Anak 0 3 3 0
Negeri Sinjai | Pidana Lalu Lintas 0 128 128 0
Perdata 1 3 4 0
) Pidana 13 91 94 10
o Eﬁggzd"a" Pidana Anak 0 2 2 0
Bulukumba Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 3 4 0
Pidana 1 10 8 3
47 | Pengadilan Pidana Anak 0 1 1 0
Negeri Selayar | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 3 2 5 0
Pidana 4 26 23 5
18 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Palopo | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 3 8 11 0
Pidana 4 9 8 a
19 Pengadilan Pidana Anak 2 1 1 2
Negeri Makale | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 22 35 42 15
Pidana 0 18 17 1
Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0

20 | Negeri - :
Masamba Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 0 5 3 2
Pidana 13 57 41 16
21 | Pengadilan Pidana Anak 0 2 2 0
Negeri Malili Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 6 4 9 1
Pidana 8 19 27 0
22 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Belopa | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 0 7 5 1
Pidana 1 15 12 4
Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0

23 | Negeri : 3
Enrekang Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 2 12 14 0
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3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Berikut ini rincian keadaan perkara Tingkat Kasasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Makassar tahun 2024.

Tabel I1.3. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2024

TINGKAT KASASI
NO SATUAN KERJA SISA MASUK PUTUS
2023 | 2024 2024 | SISA 2024
Pidana 95 375 181 185
Pidana Anak 0 5 3 1
Pengadilan Pidana Tipikor 23 78 209 1
1 | Negeri Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Makassar Perdata 24 122 132 14
Niaga 0 6 4 2
PHI 3 15 5 2
] Pidana 30 68 77 21
2 | Noedadtan  [Pidana Anak 0 1 0 1
Sungguminasa Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 26 29 36 19
Pidana 0 13 5 6
Pengadilan
3 | Negeri Pidana Anak 0 1 1 0
Pangkajene Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 8 2 6 4
Pidana 3 8 9 1
4 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Barru Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 7 5 7 5
Pidana 0 4 2 1
5 Pengadilan Pidana Anak 1 1 2 0
Negeri Takalar | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 0 17 3 14
Pidana 2 6 4 4
6 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Maros | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 4 8 8 4
) Pidana 2 29 23 8
. Ezggef_‘id“a“ Pidana Anak 0 0 0 0
Jeneponto Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 6 8 7 7
) Pidana 1 97 75 23
o E‘:’;gfidgz’r‘e_ Pidana Anak 0 0 0 0
Pare Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 6 9 8 7
Pengadilan Pidana 32 134 130 46
9 Negeri Pidana Anak 0 0 0 0
Sidenreng Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Rappang Perdata 17 11 20 8
Pidana 55 81 81 54
10 Pengadilan Pidana Anak 0 1 1 0
Negeri Pinrang | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 6 6 1 10
) Pidana 3 20 10 13
- Ezggzdllan Pidana Anak 0 0 0 0
Watampone Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 15 22 24 13
_ Pidana 4 24 10 18
5 ﬁzgg?id"a” Pidana Anak 0 0 0 0
Watansoppeng Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 1 1 1
) Pidana 16 88 78 26
g Eee‘;g;d"a" Pidana Anak 0 1 1
Sengkang Pidana Lalu Lintas 0 0 0
Perdata 9 8 11
14 Pidana 5 9 9
Pidana Anak 0 1 1
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Pengadilan Pidana Lalu Lintas
Negeri
Bagtaeng Perdata
Pidana 20 39 38 21
15 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Sinjai | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 2 3 1 4
) Pidana 23 85 77 31
16 Ezzg?id'la” Pidana Anak 0 1 1 0
Bulukumba Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 7 0 6 1
Pidana 1 6 3 4
17 Pengadilan Pidana Anak 0 0 1 1
Negeri Selayar | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 8 2 4 6
Pidana 7 14 15 6
1g | Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Palopo | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 8 9 10 7
Pidana 5 6 6 5
19 | Pengadilan Pidana Anak 1 0 1 0
Negeri Makale | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 31 26 25 32
] Pidana 4 7 8 3
55 gz’;gﬁd"a“ Pidana Anak 2 0 2 0
Masamba Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 2 1 2
Pidana 6 18 14 10
21 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Malili Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 7 4 7 4
. Pidana 11 13 19 4
22 E‘:’;gﬁdgzgpa Pidana Anak 0 0 0 0
Perdata 5 4 5 4
Pengadilan
23 | Negeri Pidana 5 10 12 2
Enrekang

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
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Berikut ini rincian keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2024.

Tabel I1.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2024

TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI
NO SATUAN KERJA MASU PUTUS

sisA 2023 | M7} 4K ol SISA 2024
Pidana 1 12 8 4
Pidana Anak 0 0 0 0
Pengadilan Pidana Tipikor 0 19 4 4
1 | Negeri Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Makassar Niaga 0 0 0 0
Perdata 6 35 27 14
PHI 0 0 0 0
) Pidana 0 0 0 0
) Ezgg':_d"a" Pidana Anak 0 0 0 0
Sungguminasa Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 6 16 12 10
. Pidana 0 0 0 0
R Z‘zggﬁd"a“ Pidana Anak 0 0 0 0
Pangkajene Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 3 2 2
Pidana 0 0 0 0
4 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Barru Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 3 2 3 2
5 Pidana 0 0 0 0




. Pidana Anak 0 0 0 0
Ezggzd.?::al o | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 5 4 2
Pidana 0 0 0 0
6 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Maros | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 0 7 3 4
- Pidana 0 0 0 0
. E:gge:d"a” Pidana Anak 0 0 0 0
Jeneponto Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 2 6 4 4
) Pidana 0 2 0 2
4 ﬁz;gfid;::‘e_ Pidana Anak 0 0 0 0
Pare Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 2 1 3 0

Pengadilan | Pidana 0 2 L . £
9 Negeri Pidana Anak 0 0 0 0
Sidenreng Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Rappang Perdata 3 8 7 4
Pidana 0 2 1 1
10 | Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Pinrang | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 1 1 1
) Pidana 0 0 1 0
i Ezggf‘id*'a" Pidana Anak 0 0 0 0
Watampone Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 6 9 12 3
) Pidana 0 1 1 0
. gzggfid"a" Pidana Anak 0 0 0 0
Watansoppeng Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 0 1 0 1
) Pidana 0 11 2 9
'3 ﬁeegge?id"an Pidana Anak 0 0 0 0
Sengkang Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 3 5 3 5
) Pidana 0 0 0 0
» Egggﬁid"a‘" Pidana Anak 0 0 0 0
Bantaeng Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 3 3 1
Pidana 5 149 150 14
15 Penga_dilfar_m ) Pidana Anak 0 6 3 3
Negeri Sinjai Pidana Lalu Lintas 0 128 128 0
Perdata 0 1 0 1
) Pidana 1 1 1 1
5 Ezggeﬁd"a" Pidana Anak 0 0 0 0
Bubikuriba Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 5 4 2
Pidana 0 0 0 0
47 | Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Selayar | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 3 0 3
Pidana 2 4 3 3
18 Penga_dilan Pidana_ Anak o] 0 0 0
Negeri Palopo | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 2 1 2 0
Pidana 1 1 1 1
19 Penggdilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Makale | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 7 14 6 15

_ Pidana 0 0 0 0|
55 g‘;’;gzd"a“ Pidana Anak 0 0 0 0
Masamba Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 0 0 0 0
Pidana 0 0 0 0
21 Penga_dilan_ _ Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Malili Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 2 1 2
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Pidana 0 1 0 0 ‘
22 Pengadilan Pidana Anak 0 0 0 0
Negeri Belopa | Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0
Perdata 1 1 1 1
b il Pidana 0 0 0 0

engadilan Pid A 0 0

a3 | Hegen P{dana nrakL' g 0 0 g 4

Enrekang idana Lalu Lintas o
Perdata 0 1 0 1

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Tahun 2024 keadaan sisa perkara yang diputus pada Wilayah Pengadilan Tinggi
Makassar secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II. 5. Rekapitulasi Sisa Perkara yang Diputus Tahun 2024

PERKARA PUTUS TAHUN 2024
5 RERKARA TEPAT WAKTU TIDAK TEPAT WAKTU
1 | PN MAKASSAR
PIDANA 855 0
PERDATA 439 (L
TIPIKOR 129 0
NIAGA 29 0
PHI 34 0
2 | PN SUNGGUMINASA
PIDANA 421 1
PERDATA 345 55
3 | PN WATAMPONE
PIDANA 384 0
PERDATA 62 2
4 | PN MAROS
PIDANA 131 0
PERDATA 102 0
5 | PN MAKALE
PIDANA 554 0
PERDATA 366 52
6 | PN PALOPO
PIDANA 213 0
PERDATA 160 5
7 | PN SENGKANG
PIDANA 196 0
PERDATA 10 29
8 | PN BULUKUMBA
PIDANA 973 973
PERDATA 253 8
9 | PN PANGKAJENE
PIDANA 122 0
PERDATA 45 15
10 | PN BARRU
PIDANA 89 1
PERDATA 153 2
11 | PN PAREPARE
| | PIDANA 213 0
PERDATA 42 0
12 | PN SIDENRENG RAPPANG
PIDANA 261 0
PERDATA 127 0
13 | PN PINRANG
PIDANA 232 0
PERDATA 107 0
14 | PN TAKALAR
PIDANA 106 0
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PERDATA 92
15 | PN JENEPONTO
PIDANA 110
PERDATA 29
16 | PN BANTAENG
PIDANA 111
PERDATA 9
17 | PN SINJAI
PIDANA 164 0
PERDATA 10 0
18 | PN WATANSOPPENG
PIDANA 82 0
PERDATA 14 0
19 | PN SELAYAR
PIDANA 53 0
PERDATA 13 13
20 | PN MALILI
|| PiDANA 163 0
PERDATA 76 2
21 | PN MASAMBA
PIDANA 144 0
PERDATA 105 1
22 | PN ENREKANG
PIDANA 82 0
PERDATA 74 0
23 | PN BELOPA
PIDANA 140 0
PERDATA 82 0|

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Dalam Tahun 2024 keadaan perkara Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang
diputus tepat waktu secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel I1.6. Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024

PERKARA PUTUS TAHUN 2024
O, EEREARA TEPAT WAKTU | TIDAK TEPAT WAKTU

1| PN MAKASSAR

PIDANA 855 0

PERDATA 439 67

TIPIKOR 129 0

NIAGA 29 0

PHI 34 0
2 | PN SUNGGUMINASA

PIDANA 421 1

PERDATA 345 55
3 | PN WATAMPONE

PIDANA 384 0

PERDATA 62 2
4 | PN MAROS

PIDANA 131 0

PERDATA 102 0
5 | PN MAKALE

PIDANA 554 0

PERDATA 366 52
6 | PN PALOPO

PIDANA 213 0

PERDATA 160 5
7 | PN SENGKANG

PIDANA 196 0

PERDATA 10 29
8 | PN BULUKUMBA

PIDANA 973 973
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3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Dalam Tahun 2024 keadaan perkara Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak
mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK secara umum dapat digambarkan

PERDATA 253
9 | PN PANGKAJENE
PIDANA 122
PERDATA 45
10 | PN BARRU
PIDANA 89
PERDATA 153
11 | PN PAREPARE
PIDANA 213 0
PERDATA 42 0
PN SIDENRENG
12 | RAPPANG
PIDANA 261 0
PERDATA 127 0
13 | PN PINRANG
PIDANA 232 0
PERDATA 107 0
14 | PN TAKALAR
PIDANA 106 0
PERDATA 92
15 | PN JENEPONTO
PIDANA 110 0
PERDATA 29 5
16 | PN BANTAENG
PIDANA 111 0
PERDATA 9 0
17 | PN SINJAI
PIDANA 164 0
PERDATA 10 0
18 | PN WATANSOPPENG
PIDANA 82 0
PERDATA 14 0
19 | PN SELAYAR
PIDANA 53 0
PERDATA 13 13
20 | PN MALILI
PIDANA 163 0
PERDATA 76 2
21 | PN MASAMBA
PIDANA 144
PERDATA 105 1
22 | PN ENREKANG
PIDANA 82 0
PERDATA 74 0
23 | PN BELOPA
PIDANA 140 0
PERDATA 82 0

sebagai berikut :

Tabel I1.7. Rekapitulasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

PUTUSTAHUN | TIDAK MENGAIUKAN UPAYA HUKUM
il FEAKARA 2024 BANDING | KASASI PK
1 | PN MAKASSAR
PIDANA 855 287 480
PERDATA 506 355 233
TIPIKOR 129 64 51
NIAGA 28 0 28
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PHI 34 0 21
2 | PN SUNGGUMINASA

PIDANA 422 305 375 422

PERDATA 104 58 29 22
3 | PN WATAMPONE

PIDANA 384 339 364 384

PERDATA 64 27 5 13
4 | PN MAROS

PIDANA 131 10 4 0

PERDATA 102 17 8 7
5 | PN MAKALE

PIDANA 544 534 3 6

PERDATA 418 383 16 19
6 | PN PALOPO

PIDANA 213 192 209 210

PERDATA 165 163 164 165
7 | PN SENGKANG

PIDANA 196 101 108 185

PERDATA 39 15 8 5
8 | PN BULUKUMBA

PIDANA 973 880 887 973

PERDATA 261 258 4 6
9 | PN PANGKAJENE

PIDANA 115 16 13 0

PERDATA 23 10 2 3
10 | PN BARRU

PIDANA 89 77 81 0

PERDATA 23 14 3 5
11 | PN PAREPARE

PIDANA 213 120 140 2

PERDATA 42 32 1 32
12 PN SIDENRENG

RAPPANG

PIDANA 261 172 134 2

PERDATA 127 110 7 11
13 | PN PINRANG

PIDANA 232 127 24 79

PERDATA 12 20 5 0
14 | PN TAKALAR

PIDANA 92 81 87 92

PERDATA 41 20 4 0
15 | PN JENEPONTO

PIDANA 110 73 81 0

PERDATA 34 24 26 34
16 | PN BANTAENG

PIDANA 111 87 102 111

PERDATA 9 3 3 0
17 | PN SINJAI

PIDANA 164 60 37 6

PERDATA 10 7 7 0
18 | PN WATANSOPPENG

PIDANA 87 58 59 86

PERDATA 11 7 7 0
19 | PN SELAYAR

PIDANA 53 11 6 0

PERDATA 13 2 6 3
20 | PN MALILI

PIDANA 163 106 145 163

PERDATA 77 73 73 75
21 | PN MASAMBA

PIDANA 144 126 137

PERDATA 106 101 104
22 | PN ENREKANG
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PIDANA 8’ 72

PERDATA 66 54 58
23 | PN BELOPA

PIDANA 140 121 133

PERDATA 82 76 79

4.  Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi
Dalam Tahun 2024 keadaan perkara Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang
berhasil melalui mediasi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 11.8. Rekapitulasi Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi

JUMLAH PERKARA MEDIASI
No. SATUAN KERJA PERDATA YANG KET
MEDIASI BERHASIL | GAGAL

PN MAKASSAR 364 13 351

2 | PN SUNGGUMINASA 79 2 77
4 mediasi masih

3 | PN WATAMPONE 53 2 47 berjalan
4 | PN MAROS 36 3 33

1 tidak dapat
5 | PN MAKALE 79 3 72 dilaksanakan, 3

mediasi berjalan

6 Mediasi Masih
6 | PN PALOPO 19 1 12 berjalan
7 | PN SENGKANG 28 0 25 | 3 mediasimasih
berjalan
PN BULUKUMBA 20 0 20
9 | PN PANGKAJENE 22 1 21
2 medisi tidak
10 { PN BARRU & 2 21 dapat dilaksanakan
1 mediasi masih
11 | PN PAREPARE 24 2 21 berjalan
PN SIDENRENG o
12 RAPPANG 30 2 27 1 mediasi berjalan
5 tidak mediasi, 6
Masih
13 | PN PINRANG 27 1 15 pemanggilan para
pihak
2 mediasi tidak
14 | PN TAKALAR 29 1 15 dapat dilaksanakan
1 mediasi berjalan
15 | PN JENEPONTO 29 0 29 3 mediasi berjalan
16 | PN BANTAENG 0
17 | PN SINJAI 8 0
18 | PN WATANSOPPENG 14 0 14
19 | PN SELAYAR 9 1 8
2 mediasi masih
20 | PN MALILI 23 2 21 berjalan
21 | PN MASAMBA 11 0 11 -
1 mediasi masih
22 | PN ENREKANG 22 0 21 berjalan
23 | PN BELOPA 18 2 16

5 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Dalam Tahun 2024 keadaan perkara anak Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang
berhasil melalui diversi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 11.9. Rekapitulasi Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

JUMLAH PERKARA DIVERSI
No. SATUAN KERJA ANAK MELALUI KET
DIVERS| BERHASIL | GAGAL
1 | PN MAKASSAR 9 4 =3
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PN SUNGGUMINASA 4 0 4
PN WATAMPONE 4 2 2
Kesepakatan Diversi
4 | PN MAROS 0 0 0 telah diselesaikan di
tingkat Penyidik
5 | PN MAKALE 3 1 2
6 | PN PALOPO 3 1 2
7 | PN SENGKANG 5 1 4
8 | PN BULUKUMBA 3 2 1
9 | PN PANGKAJENE 0 0 0
10 | PN BARRU 1 0 1
4 perkara tidak
11 | PN PAREPARE 6 2 o | dapatdidiversi
karena tidak
memenuhi syarat
PN SIDENRENG
i RAPPANG @ 0 0
13 | PN PINRANG 3 3 0
14 | PN TAKALAR 1 0 1 Diversi gagal
Tidak sepakat
15 | PN JENEPONTO 2 0 2 melaksanakan
diversi
16 | PN BANTAENG 2 1 1
17 | PN SINJAI 0 0 0 Nihil
18 | PN WATANSOPPENG 0 0 0 NIHIL
19 | PN SELAYAR 0 0 0 NIHIL
20 | PN MALILI 2 0 2
21 | PN MASAMBA 0 0 0 NIHIL
22 | PN ENREKANG 0 0 (0] Nihil
23 | PN BELOPA 2 0 2

C. Capaian Prioritas Nasional

1. POSBAKUM

Layanan POSBAKUM yang diberikan tetap berpegang teguh kepada Peraturan
Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan serta Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum nomor; 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan memanfaatkan fasilitas posbakum, masyarakat kurang mampu dapat
melakukan konsultasi hukum, menerima advis hukum ataupun memperoleh bantuan
mendapatkan draft hukum serta memperoleh informasi mengenai Organisasi Bantuan
Hukum yang dapat memberika layanan hukum secara gratis, dating ke Posbakum
Pengadilan Negeri Setempat. Semoga layananan posbakum ini dapat bermanfaat
bagi seluruh masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap
kantor pengadilan.

1. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah
diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.

2. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga
penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan
layanan hukum sebagai berikut:

- bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum:

- bantuan pembuatan dokumen hukum:

- advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara
pidana maupun perkara perdata;




3.

- rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasag,-
biaya perkara sesuai syarat yang berlaku:
- rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa
advokat sesuai syarat yang berlaku.
Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada
pihak pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua
Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma
yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo
meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan,
biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya
penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

Adapun Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar untuk Tahun 2024 yang
mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran Posbakum adalah sebagai berikut:

Tabel 11.10. Realisasi Anggaran POSBAKUM

JUMLAH PAGU ANGGARAN PERSEN
NO NAMA SATKER LAYANAN PAGU REALISASI | Lo,
TAHUN 2024 (Rp) (Rp)
1 | PN MAKASSAR 720IL 72,000,000 | 71,928,000 99.90%
2 | PN SUNGGUMINASA 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
3 | PN TAKALAR 360 JL 36,000,000 | 35,742,000 99.28%
4 | PN JENEPONTO 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
5 | PN BANTAENG 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
6 | PN MAROS 2800 L 28,000,000 | 27,600,000 99%
7 | PN PANGKAJENE 280 0J 28,000,000 | 28,000,000 100%
8 | PN BARRU 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
9 | PN PAREPARE 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
10 | PN SIDRAP 280 JL 28,000,000 | 28,000,000 100%
11 | PN PINRANG 160 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
12 | PN ENREKANG 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
13 | PN WATANSOPPENG 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
14 | PN BULUKUMBA 300 JL 30,000,000 | 30,000,000 100%
15 | PN SELAYAR 360 OJL 36,000,000 | 36,000,000 100%
16 | PN SINJAI 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
17 | PN WATAMPONE 360 IL 36,000,000 | 36,000,000 100%
18 | PN SENGKANG 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
19 | PN PALOPO 360 JL 36,000,000 | 36,000,000 100%
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20 | PN MAKALE 360 JL 36,000,000 36,000,0(5'{-).- 100%
21 | PN MALILI 360 JL 36,000,000 36,000,000 100%
22 | PN MASAMBA 360 JL 36,000,000 36,000,000 100%
23 | PN BELOPA 280 JL 28,000,000 28,000,000 100%

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling (circuit court) merupakan persidangan (layanan sidang)
di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang
tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan
biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Sidang Keliling merupakan salah satu bentuk dari Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu atau sulit menjangkau Pengadilan
karena hambatan tertentu. Sidang Keliling juga merupakan salah satu program
unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan peradilan yang
berada di bawahnya. Sidang Keliling merepresentasikan access to justice for
all. Prosedur Sidang Keliling mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Prosedur dimaksud diatur dalam
Pasal 14 - Pasal 21.
1. Prosedur Layanan Sidang Keliling

a. Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang keliling (sidang di luar
gedung Pengadilan) berdasarkan pada krakteristik jumlah perkara dan
keterjangkauan wilayah;

b. Lokasi penyelenggaraan sidang keliling dapat ditetapkan melalui
koordinasi antara Pengadilan Negeri dengan Pemerintah Daerah atau
instansi lain;

c. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha
Negara dapat menyelenggarakan sidang keliling secara bersama-sama
sesuai dengan kebutuhan;

d. Dalam menyelenggarakan sidang keliling secara terpadu, Pengadilan
Negeri berkoordinasi dengan Instansi lain (Pemerintah Daerah/
Kementerian/ Lembaga Lain) yang berwenang untuk keperluan
penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan
pada sidang keliling tersebut;

e. Sidang keliling dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan
Posbakum. Pengadilan dan Posbakum Pengadilan melakukan
pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang keliling
dimaksud

2. Ruang Lingkup Sidang Keliling
Pengadilan Negeri dapat menyelenggarakan sidang keliling khususnya

untuk perkara- perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat
sederhana.

3. Pengamanan Sidang Keliling
a. Penyelenggaraan sidang keliling di daerah yang memiliki risiko
keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan (Polri, TNIL.

atau unit pengamanan lainnya);
b. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama
dengan instansi lain atau unit keamanan setempat.
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4. Lokasi sidang keliling | 2

a. Sidang keliling dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat
sidang tetap atau sidang keliling pada kantor pemerintah setempat;

b. Dalam hal tersedia fasilitas tempat siding tetap atau tempat siding
keliling permanen yang dimiliki Pengadilan Negeri, sidang keliling juga
dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut:

c. Ruangan dan lokasi sidang keliling harus memperhatikan akses untuk
untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lanjut usia.

5. Petugas sidang keliling

Petugas sidang keliling terdiri dari:

-Hakim; dan

-Panitera Pengganti

Pelaksanaan sidang keliling juga dapat diikuti oleh Hakim Mediator / Mediator
Independen, Jurusita, Satuan Pengamanan, Pejabat, Staf Pengadilan, dan Unsur

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai kebutuhan.
6. Pembiayaan dan Penganggaran sidang keliling

a. Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada Anggaran
Satuan Pengadilan atau DIPA Pengadilan Negeri dan terdiri dari:
- Biaya tempat persidangan (jika diperlukan);
- Biaya perlengkapan sidang (jika diperlukan);

- Biaya perjalanan dinas Hakim, Panitera, Jurusita, dan petugas lainnya.

b. Dalam hal sidang keliling mengikut sertakan petugas Posbakum
Pengadilan Negeri, maka biaya perjalanan dinas mencakup juga untuk
petugas Posbakum Pengadilan.

c. Dalam hal ada petugas atau pihak lain selain petugas Posbakum
Pengadilan yang ingin ikut dalam sidang keliling memberikan
penyuluhan hukum, maka biaya perjalanan ditanggung sendiri oleh
orang atau pihak lain tersebut

7. Mekanisme penggunaan anggaran sidang keliling

a. Untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan Negeri
menentukan anggaran sidang keliling berdasarkan perkiraan satuan
biaya dan jumlah perkara dalam sidang keliling;

b. Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan Negeri dapat
menggunakan anggaran sidang keliling berdasarkan biaya aktual
selama tidak kurang dari target jumlah sidang keliling dan tidak melewati
jumlah keseluruhan dari anggaran sidang keliling yang tersedia pada
Anggaran Satuan Pengadilan atau DIPA Pengadilan Negeri;

c. Bendahara Pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran
sebaga pertanggungjawaban keuangan dan mencatat setiap
pengeluaran dalam buku yang disediakan untuk itu.

Untuk wilayah pengadilan Tinggi Makassar Satuan Kerja yang mendapatkan
anggaran untuk biaya Sidang Keliling/Pelayanan terpadu ada 9 (sembilan)
Pengadilan Negeri yaitu:

Tabel I1.11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Keliling Tahun 2024

JUMLAH PERKARA PAGU ANGGARAN
NO|  MAMASATKER | o)ingranun (Ao | EEausesl | RS
2024 (Rp) (Rp)
1 | PN SUNGGUMINASA 58 19,273,000 | 18,900,000 98.06%
2 | PN PANGKAJENE 13 16,060,000 | 11,550,000 71.92%

SiE
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3 PN PAREPARE 11 4,000,000 | 4,000,000 100% ‘
4 PN SELAYAR 35 74,949,000 | 74,949,000 100% '
| S5 PN SINJAI 8 6,424,000 6,424,000 100.00% 4
Ny

6 PN WATAMPONE 10 10,707,000 | 10,700,500 99.94%

7 PN SENGKANG 25 38,550,000 | 36,125,172 93.71%_
8 PN MAKALE 8 25,000,000 25,000,000 100%
9 PN MALILI 27 28,909,000 28,570,000 98.83%

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Perdata (Prodeo)
a. Pengadilan Negeri setempat memberikan pelayanan permohonan
pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu
secara ekonomi yang dibuktikan dengan:

U Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desal/lLurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar
yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau

| Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga
Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),
Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin
dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi
lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu:; atau

U Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani
Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

b. Prosedur permohonan pembebasan biaya perkara:

1 Permohonan diajukan secara tertulis oleh Penggugat/Pemohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera dengan melampirkan dokumen
pendukung yang diperlukan sebelum perkaranya didaftar dan diregister
di Kepaniteraan Muda Perdata.

Untuk permohonan pembebasan biaya perkara perdata yang diajukan
oleh Tergugat/Termohon dapat diajukan sebelum yang bersangkutan
mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.

U Jika berkas permohonan pembebasan biaya perkara dianggap telah
lengkap dan memenuhi persyaratan, Ketua Pengadilan Negeri setelah
memperhatikan pertimbangan Panitera, segera menerbitkan Penetapan
Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal yang sama dengan
diajukan surat permohonannya.

| Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan
Penggugat/Pemohon ditolak, maka Ketua Pengadilan  Negeri
menerbitkan Penetapan penolakannya sehingga proses perkara baru
dapat dilaksanakan setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya
perkara;

| Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah diterbitkan
Ketua Pengadilan Negeri tersebut berlaku pula untuk perkara yang sama
apabila Pemohon mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
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Apabila permohonan pembebasan biaya perkara Léjs'ébut
digjukan untuk pertama kalinya oleh Pemohon pada tingkat banding

kasasi atau Peninjauan Kembali, maka:

1. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding harus

baru

1

diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat
melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan atau diberitahukan
kepadanya;

2. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat kasasi harus

diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat
melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
putusan pengadilan tingkat banding diberitahukan kepadanya;
Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat Peninjauan
Kembali harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu
sebagaimana yang ditentukan undang- undang terkait pengajuan
Peninjauan Kembali.

Untuk wilayah pengadilan Tinggi Makassar Satuan Kerja yang mendapatkan
anggaran untuk Prodeo ada 16 (enam belas) Pengadilan Negeri yaitu:

Tabel 11.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Prodeo Tahun 2024

JUMLAH PAGU ANGGARAN
o wmsanen | IO | ooy e | et

TAHUN 2024 (Rp) (Rp)
1 | PN MAKASSAR 6 1,340,000 | 640,000 47.76%
2 | PN SUNGGUMINASA 22 2,680,000 | 2,610,000 97.39%
3 | PN TAKALAR 3 2,185,000 | 600,000 27.46%
4 | PN MAROS 4 450,000 | 412,000 91.56%
5 | PN PANGKAJENE 1 670,000 | 125,000 18.66%
6 | PN BARRU 1 120,000 | 120,000 100.00%
7 | PN PAREPARE 3 510,000 | 240,000 47.06%
8 | PN SIDRAP 1 670,000 | 142,000 21.19%
9 | PN PINRANG 6 670,000 | 600,000 89.55%
10 | PN ENREKANG 2 1,340,000 | 240,000 17.91%
11 | PN WATANSOPPENG 2 1,340,000 | 1,040,000 77.61%
12 | PN BULUKUMBA 7 670,000 | 595,000 88.81%
13 | PN WATAMPONE 2 3,350,000 | 200,046 5.97%
14 | PN SENGKANG 4 1,116,000 | 644,000 57.71%
15 | PN PALOPO 2 1,340,000 | 330,000 24.63%
16 | PN BELOPA 1 670,000 | 480,000 71.64%
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BAB Il SUMBER DAYA MANUSIA ;T_i_}.;f.

Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai
lembaga Pengadilan Tingkat Banding,
berdasarkan Peraturan Perundangan yang
ada, diberi beban untuk melakukan
pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya
Manusia bagi aparatur Peradilan Umum
yang ada di Sulawesi Selatan, baik yang
menyangkut tenaga Teknis Yudisial
maupun tenaga Non Teknis Yudisial.

Secara keseluruhan, jumlah personil
yang menjadi binaan dan
pengawasan  Pengadilan  Tinggi
Makassar 1147 (seribu seratus empat
puluh tujuh) orang, dengan
rekapitulasinya  adalah  sebagai
berikut :

—db

Tabel 1ll.1. Rekap Personil Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024

NO. URAIAN JABATAN JUMLAH KET
TERISI | KOSONG
1 | Pimpinan Pengadilan (Ka / Wk) 43 5
2 | Hakim Tinggi / Hakim / Cakim 220 -
3 | Struktural Kepaniteraan 92 8
4 | Panitera Pengganti 141 -
5 | Kejurusitaan (JS / JSP) 80 -
6 | Struktural Sekretariat 85 12
7 | Fungsional tertentu 47 -
8 | Staf 161 -
9 | Tenaga Honorer 278 -
JUMLAH 1147 25

Dari Tabel I1l.1 tersebut, maka
dapatlah diketahui perbandingan
jumlah tenaga Hakim dengan jumlah
tenaga Fungsional Kepaniteraan dan
Kejurusitaan, sebagaimana tersebut
pada Tabel. Dan dari Tabel ini, maka

dengan berpedoman kepada
Peraturan yang ada (Nomor:
140/KMA/ SKVI11/2013), yang

menyebutkan bahwa Rasio Formasi
perbandingan antara Majelis Hakim
(artinya 3 orang Hakim) dengan
Panitera Pengganti (Pejabat
Fungsional Kepaniteraan).

Maka usulan dari Pengadilan Negeri
untuk pengangkatan Panitera Pengganti
baru yang melebihi rasio penanganan
perkara akan ditolak, demikian pula
sebaliknya, bila berdasarkan data yang
ada jumlah Panitera Pengganti masih
kurang dan beban perkaranya relatif
banyak, maka usulan tersebut akan
diterima dan diteruskan ke Mahkamah
Agung untuk diproses lebih
lanjut/dimintakan persetujuan untuk
pengangkatannya.

Berikut ini rekapitulasi mutasi pada
wilayah Pengadilan Tinggi Makassar
selama Tahun 2024 sebagai berikut :
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D. DIKLAT

Berikut ini data tenaga teknis yang pernah mengikuti Diklat sebagaimana dalam Tabel

1.7 di bawah ini

Tabel lIl.7. Tenaga Tekhnis Yang Pernah Mengikuti Diklat
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BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Tahun 2024 merupakan Akuntansi berbasis akrual ini tidak
tahun  kedelapan implementasi hanya dapat menghasilkan nilai beban
akuntansi pemerintahan berbasis yang telah dibayarkan oleh
akrual berdasarkan Pasal 7 pemerintah, namun seluruh beban
Permenkeu RI Nomor:; yang diperlukan sehingga biaya
117/IPMK.05/2015  tanggal 21 pelayanan publik dapat dihitung
September 2015 tentang Pedoman secara wajar. Dengan demikian
Penyusunan dan Penyampaian pengelolaan uang negara dapat
Laporan Keuangan Kementerian/ dikelola secara tertib, taat pada
Lembaga  disebutkan  bahwa peraturan perundang-undangan,
ketentuan dalam Peraturan efisien, ekonomis dan transparan
Menteri ini digunakan untuk dengan memperhatikan rasa keadilan
menyusun Laporan Keuangan dan kepatuhan untuk mendukung
Berbasis Akrual secara penuh keberhasilan penyelengaraan
mulai tahun 2015. pemerintahan negara sesuai dengan

amanat UUD 1945.

Untuk Anggaran Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Makassar selaku Satuan Kerja

mempunyai 2 (Dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01)
Nomor: SP DIPA-005.01.2.099418/2024 tanggal 24 November 2023 dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 43,326,880,000,-(Empat puluh tiga milyar tiga
ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluj ribu rupiah). Sampai
dengan akhir tahun anggaran 2024 DIPA 01 telah melakukan sebanyak 8
(delapan) kali revisi dengan pagu terakhir sebesar Rp. 43,326,880,000,-
(Empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah).

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum (03)
Nomor: SP DIPA-005.03.2.099419/2024 tanggal 24 November 2023 dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 361.420.000,-(Tiga ratus enam puluh satu juta
empat ratus dua puluh ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran
2024 DIPA 03 telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali revisi dengan pagu
terakhir sebesar Rp. 411,420,000,- (Empat ratus sebelas juta empat ratus dua
puluh ribu rupiah).
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Adapun capaian pengelolaan anggaran Pengadilan Tinggi Makass“éfdan Peradilan
Umum yang berada dibawahnya pada Tahun 2024 untuk DIPA 03 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. LRA DIPA 03 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

o | KoDE A SATHER PAGUANGGARAN |  AEALISASI | pepgey
SATKER B. BARANG B.BARANG | oo
(Rp) (Rp)
1 | 099418 | PT MAKASSAR 411,420,000 408221492 | 99.22%
2 | 099422 | PN MAKASSAR 595,631,000 536,560,958 |  90.08%
3 | 099439 | PN SUNGGUMINASA 143,253,000 141,696,500 |  98.91%
4 | 099464 | PN TAKALAR 113,185,000 99,427,675 |  87.85%
5 | 099485 | PN JENEPONTO 95,170,000 94,377,500 |  99.17%
6 | 099560 | PN BANTAENG 91,500,000 87,430,600 |  9555%
7 | 099471 | PN MAROS 118,646,000 114118750 |  96.18%
8 | 099443 | PN PANGKAJENE 73,880,000 64,926,000 |  87.88% |
9 | 099450 | PN BARRU 60,370,000 57124280 |  94.62%
10 | 099492 | PN PAREPARE 108,610,000 107,973000 |  99.41%
11 | 099511 | PN SIDRAP 104,770,000 103,783,640 |  99.06%
12 | 099529 | PN PINRANG 143,770,000 143,659,285 |  99.92%
13 | 099507 | PN ENREKANG 80,040,000 75,141,975 |  93.88%
14 | 099549 | PN WATANSOPPENG 76,771,000 73,585,665 |  95.85%
15 | 099581 | PN BULUKUMBA 112,220,000 111,957,300 |  99.77%
16 | 099595 | PN SELAYAR 156,849,000 156,409,120 | 99.72%
17 | 099574 | PN SINJAI 95,124,000 94,831,000 |  99.69%
18 | 099532 | PN WATAMPONE 140,516,000 134,547,500 |  9575%
19 | 099553 | PN SENGKANG 155,966,000 149,730,172 |  96.00%
20 | 099600 | PN PALOPO 113,840,000 111,628,500 |  98.06%
21 | 099617 | PN MAKALE 105,750,000 104,842,965 |  99.14%
22 | 673013 | PN MALILI 101,809,000 93211,775 |  91.56%
23 | 672027 | PN MASAMBA 87,900,000 86,105,500 |  97.96%
24 | 401928 | PN BELOPA 79,670,000 74944410 | 94.07%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Aset BMN pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se- Sulawesi
Selatan merupakan Barang Milik Negara yang dipergunakan dalam rangka menunjang
pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari BMN tersebut diantaranya tanah dan bangunan
gedung kantor, tanah dan bangunan rumah negara, kendaraan dinas, peralatan kantor dan
inventarisasi lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang berada pada
24 Satker.

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung dan sarana prasarana fasilitas gedung
berupa barang milik negara yang ada pada Peradilan Umum di Sulawesi Selatan pada
masing- masing Satker Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan
Keuangan sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung R.l. dan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
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Pengelolaan dan pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan peradilan umum se-

Sulawesi Selatan wilayah Pengadilan Tinggi Makassar berupa sarana dan prasarana
gedung maupun sarana dan prasarana penunjang Tugas dan Fungsi Peradilan untuk

keadaan Tahun 2024 dapat kami laporkan sebagai berikut

Tabel IV.3. Sarana/Prasarana Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2024

TOTAL TOTAL
NO SATKER RUANG RUANG RUAHG RUMAH | KENDARAAN
HAKIM | KEPANITERAAN | KESEKRETARIATAN DINAS DINAS
1 | PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 25 7 5 13 15
2 | PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 8 7 5 20 12
PENGADILAN NEGERI

3 | SUNGGUMINASA : 6 3 12 4

4 | PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE 1 3 3 9

5 | PENGADILAN NEGERI BARRU 1 4 4 9 9

" 6 | PENGADILAN NEGERI TAKALAR 1 4 4 9 Ty

7 | PENGADILAN NEGERI MAROS 2 5 4 10 6

8 | PENGADILAN NEGERI JENEPONTO 1 5 3 8 3

9 | PENGADILAN NEGERI PAREPARE 1 6 4 11 9
10 | PENGADILAN NEGERI ENREKANG 2 5 4 9 7
11 | PENGADILAN NEGERI SIDRAP 2 4 4 9 5
12 | PENGADILAN NEGERI PINRANG 2 5 4 10 9
13 | PENGADILAN NEGERI WATAMPONE 6 6 4 9 12

PENGADILAN NEGERI
| 14 | WATANSOPPENG , ! 5 4 19 8

15 | PENGADILAN NEGERI SENGKANG 2 6 5 9 8
16 | PENGADILAN NEGERI BANTAENG 1 3 3 9 6
17 | PENGADILAN NEGERI SINJAI 1 4 4 11 7
18 | PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA 1 4 4 11 7
19 | PENGADILAN NEGERI SELAYAR 1 5 4 9 11
20 | PENGADILAN NEGERI PALOPO 1 5 a4 8 9
21 | PENGADILAN NEGERI MAKALE 1 6 4 8 9
22 | PENGADILAN NEGERI BELOPA 4 4 4 0 7
23 | PENGADILAN NEGERI MALILI 1 4 4 2 5
24 | PENGADILAN NEGERI MASAMBA 1 4 4 0 5

» RUMAH DINAS

Data Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi

Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IV.4. Data Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan
Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

LUAS
NO SATUAN KERJA ALAMAT (M2) KONDiISI

PENGADILAN TINGGI

MAKASSAR BOTOLEMPANGAN 580 Baik
JL.BUNGAYA 470 | Baik
ANDI TONRO 300 | Baik
PENGAYOMAN F9/2 225 | Baik
RACING CENTER IV/1 200 | Rusak Berat
RACING CENTER IV/2 200 | Rusak Berat
RACING CENTER IV/3 200 | Rusak Berat
RACING CENTER IV/4 200 | Rusak Berat
PENGAYOMAN F9/3 225 | Baik
TODDOPULI RAYA NO0.38 120 | Baik
TODDOPULI RAYA NO.40 120 | Baik
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TODDOPULI RAYA NO: 44 120 | Baik
TODDOPULI RAYA NO:42 120 | Baik
;iﬁgggi\l‘éh" NEGERI JI. Urip Sumohardjo 167 Baik
JI. P. Kemerdekaan Km.9 BTN. 77 '
HAmzy N.1/1 Rusak ringan
JI. P.Kemerdekaan Km. 9 BTN. 100 _
Hamzy N1/10 Rusak ringan
JI. Veteran No. 398 70 Rusak berat
JI. Manuruki Il No. 55 90 Baik
JI. Manuruki Il No. 53 i3 Rusak berat
JI. Manuruki Il No. 53 A 89 Rusak berat
JI. Manuruki Il No. 53 B 73 Rusak berat
JI. Rutan 5 B 100 Baik
JI. Rutan No. 5 A 100 | Baik
JI. Rutan No. 5 C 100 | Baik
J. Rutan5D 100 Baik
Jl. Rutan 5 E 100 Baik
JI. Pengayoman F9/3 107 | Baik
JI. Pelita Raya Tengah | Blok 76
A3/6C Rusak berat
JI. Pelita Raya Tengah | Blok 76
A3/6D Rusak berat
JI. Pelita Raya Tengah | Blok 76
A3/6F Rusak ringan
JI. Pengayoman F11/5 74 Baik
JI. Pengayoman F 11/6 74 Baik
JI. Gatot Subroto Lr. | No. 3A, 156 _
Mks Rusak ringan
PENGADILAN NEGERI
SUNGGUMINASA ANDITONRO 0| gaik
ANDI TONRO 70 Baik
ANDI TONRO 70 Baik
HOS COKROAMINOTO 325 | Baik
ABD. RASYID DG. LURANG 81 Rusak Berat
ABD. RASYID DG. LURANG 81 Rusak Berat
KENANGA 70 Rusak Berat
MESJID RAYA 70 Baik
MESJID RAYA 70 Baik
DR. WAHIDIN 80
SUDIROHUSODO Rusak Berat
DR. WAHIDIN 80
SUDIROHUSODO Rusak Berat
DR. WAHIDIN 80
SUDIROHUSODO Rusak Berat
gﬁﬁgﬁbﬁNENEGER' JI. Flamboyan No. 45 130 |
JI. Flamboyan No. 41 70 Baik
JI. Flamboyan No. 43 70 Baik
JI. Flamboyan No. 39 70 Baik
JI. Andi Mauraga No. 74 70 Rusak Berat
JI. Andi Mauraga No. 76 70 Rusak Berat
JI. Andi Mauraga No. 78 70 Rusak Berat
JI. Andi Mauraga No. 80 70 Rusak Berat
JI. Andi Mauraga No. 82 70 Rusak Berat
PENGADILAN NEGERI
BARRU JL. COKROAMINOTO NO. 37 88 baik
JL. A. M. AKBAR NO. 33 91 baik
JL. H. LANAKKA NO. 4 43 baik
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JL. MASJID RAYA NO. 32 83 | baik
JL. MASJID RAYA NO. 34 80 baik
JL. MASJID RAYA NO. 36 80 baik
JL. MASJID RAYA NO. 38 83 baik
JL. MASJID RAYA NO. 44 80 baik 4
JL. MASJID RAYA NO. 46 80 | baik B
6 ?EEIE&DALAN NEGERI Sultan Hasanuddin No. 172 77 Baik
Sultan Hasanuddin No. 176 77 Rusak Ringan
Sultan Hasanuddin No. 170 77 Baik
Sultan Hasanuddin No.2 80 Baik
Sultan Hasanuddin No.3 80 Baik
Sultan Hasanuddin No.5 84 Baik
Kartini No. 2/138 165 | Baik
Kartini no. 140 80 Baik
Sultan hasanuddin No. 174 77 Baik
g ;EAE%ASD’LAN WEGER! JI. Abbas Dg. Sialu 179 | oo
JI. Beringin 116 | Baik
JI. Ratulangi 81 Baik
JI. Ratulangi 78 Rusak Ringan
JI. Ratulangi 78 Rusak Ringan
JI. Ratulangi 78 Rusak Ringan
JI. Ratulangi 78 Rusak Ringan
| JI. Tagwa No. 75 73 Baik
JI. Taqwa 72 Rusak Ringan
JI. Lanto Dg. Pasewang 343 | Rusak Ringan
JI.Beringin 70 Rusak Berat
PENGADILAN NEGERI
8 | JENEPONTO LANTO DAENG PASEWANG 81 BAIK
LANTO DAENG PASEWANG 130 | BAIK
PAHLAWAN 72 RUSAK RINGAN
PAHLAWAN 72 RUSAK RINGAN
PAHLAWAN 72 RUSAK RINGAN
PAHLAWAN 72 RUSAK RINGAN
PAHLAWAN 74 RUSAK RINGAN
KAMBOQJA 7 RUSAK RINGAN
PENGADILAN NEGERI
9 | PAREPARE JL. ABUBAKAR LAMBOGO 177 | RUSAK BERAT
JL. VETERAN 31 268 | BAIK
PERSADA INDAH NO. 7 72 BAIK
BERINGIN NO. 13 75 BAIK
JL. BERINGIN NO. 15 75 BAIK
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 53 91 BAIK
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41 80
A BAIK
JL. PERSADA INDAH NO. 05 72 BAIK
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41 135 | BAIK
JL. PERSADA INDAH NO. 03 72 BAIK
VETERAN NO. 30 A 87 RUSAK BERAT
PENGADILAN NEGERI
10 | ENREKANG JI. SILIWANGI 70 BAIK
JI. SILIWANGI 70 BAIK
JL. JENDERAL SUDIRMAN 70 BAIK
JL. JENDERAL SUDIRMAN 70 BAIK
JL. JENDERAL SUDIRMAN 70 BAIK
JL. JENDERAL SUDIRMAN 70 BAIK
JL. PATTIMURA 70 BAIK
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o
JL. JENDERAL SUDIRMAN 70 | BAIK
JL. LASINRANG NO. 2 70 BAIK
ENGADILAN NEGERI ;
i | S PANNES JIAbd.Gani Rasul B g
JI.Andi Makkasau 126 | Rusak ringan
Lanto Dg Pasewang Lr 83 Baik
JI.Andi Makkasau 70 Rusak ringan
Lt.Dg Pasewang Lr 86 Baik
Lanto Dg Pasewang 109 | Baik
Abd Gani Rasul 82 Rusak ringan
Lanto Dg Pasewang 70 Baik
Lanto Dg Pasewang 70 Baik
PENGADILAN NEGERI
12 | PINRANG GATOT SUBROTO NO. 18 72 Rusak Ringan
GATOT SUBROTO NO. 20 72 Rusak Berat
GATOT SUBROTO NO. 22 72 Rusak Berat |
GATOT SUBROTO NO. 24 72 Rusak Berat
GATOT SUBROTO NO. 12 72 Rusak Berat
GATOT SUBROTO NO. 10 75 Rusak Berat
MT. HARYONO NO. 2 83 Rusak Ringan
JEND. SUKAWATI NO. 38A 100 | Rusak Ringan
JENDERAL SUKAWATI NO. 73
388 Rusak Ringan
GATOT SUBROTO NO. 14 72 Rusak Berat
PENGADILAN NEGERI
13 | WATAMPONE JL. HOS COKROAMINOTO 70 Baik
JL. HOS COKROAMINOTO 70 Baik
JL. HOS COKROAMINOTO 70 Baik
JL. HOS COKROAMINOTO 70 Baik
JL. M.H TAMRIN 83 Baik
JL. HOS COKROAMINOTO 83 Rusak Berat
JI. Lanto Dg. Pasewang 95 Baik
JI. Yos Sudarso 83 Rusak Ringan _
JI. Lanto Dg. Pasewang 207 | Rusak Berat
PENGADILAN NEGERI
14 | WATANSOPPENG i AEDUL MUIS 82 | Baik
JI. HA. WANA LABURAUNG 72 Baik
JI. SAMUDERA 106 | Baik
JI. BALUBU 95 Rusak Ringan
JI. BALUBU 95 Rusak Ringan
JI. MERDEKA 70 Rusak Ringan
JIl. MERDEKA 70 Rusak Ringan
JI. MERDEKA 70 | Rusak Ringan
JI. MERDEKA 70 Rusak Ringan
PENGADILAN NEGERI JL. VETERAN NO. 46 95 _
15 | SENGKANG SENGKANG Baik
JL. BAU BAHARUDDIN 70 Baik
JL. BAU MAHMUD 70 Baik
JI. PENGADILAN 70 Baik
JI. PENGADILAN 70 Baik
JI. PENGADILAN 70 Baik
JI. PENGADILAN 70 Baik
JL. ANDI MACCA AMIRULLAH 80
NO. 89 Baik
JL. ANDI MACCA AMIRULLAH 80 _
NO. 88 Baik
16 gimg‘?ﬁg&éh} NEGERI Jin. Sungai Bialo No. B22 72

Rusak Ringan
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JIn. Sungai Bialo No. B5/22 72
JLN. SUNGAI BIALO NO. B2 72 Rusak Ringan
JLN. SUNGAI BIALO NO. B 24 72 Rusak Ringan
JLN. SUNGAI BIALO NO. 18 72 Rusak Ringan
JLN. SUNGAI BIALO B 20 72 Rusak Ringan
JLN. TERATAI LORONG NO. 79 _
17 Rusak Ringan
JLN. KENANGA 72 Rusak Ringan
JLN. KENANGA 74 Rusak Ringan

17 | S DILAN NEGERI | ptading Mathan 7 70 | ga
Abu Bakar AT. no. 8 70 baik
Mading Mathan No. 9 70 Baik
Tassililu, Sinjai Barat 70 Baik
Jend. Sukowati 90 Baik
Mading mathan No. 5 70 Baik
Abu Bakar AT No. 6 70 Rusak Ringan
KI HAJAR DEWANTARA 80 Baik
PERSATUAN RAYA 226 | Baik
PERSATUAN RAYA 80 Baik
PERSATUAN RAYA 50 Rusak Berat

PENGADILAN NEGERI

18 | BULUKUMBA JALAHKENAR) NO.11 2 | Rusak Ringan
Matahari No.3 108 | Rusak Ringan
JALAN. MATAHARI NO.5 84 Rusak Ringan
JALAN .S. MAJIDI NO.26 83 Baik
JALAN MATAHARI NO.1 72 Rusak Ringan
JALAN .Anggrek NO. 21 233 | Rusak Ringan
JALAN . MELATI NO.9 72 Rusak Ringan |
JALAN ANGGREK NO.19 308 | Rusak Ringan
JALAN CENDANA No.2 A 72 Rusak Ringan
JALAN . CENDANA . NO 2B 72 Rusak Ringan
JALAN .CENDANA NO.2 72 Rusak Ringan

ILAN NEGERI 5 &

19 gg?ﬁfADR NNEGE Kartini No. 4 113 Baik
Siswomiharjo No. 45 72 Baik
Siswomiharjo No. 47 72 Baik
DR. MUhtar No. 21 104 | Baik
Siswomiharjo No. 17 73 Baik
Siswomiharjo No. 02 73 Baik
Siswomiharjo No. 19 73 Baik
Siswomiharjo No. 21 73 Baik
Siswomiharjo No. 23 73 Baik

20 Eiﬁgég AN NEGERI Andi Djemma No. 139 120 Rusak Berat
Tandipau No. 53 120 | Baiik
K.H. Ahmad Razak 112 | Baik
K.H. Ahmad Razak 112 | Baik
K.H. Ahmad Razak 112 | Baik
K.H. Ahmad Razak 112 | Baik
Tandipau No. 2 110 | Baik
Tandipau No. 6 90 Baik

21 ;imfg ILAN NEGERI Jin.Pongtiku no.112 Makale 70 BAIK
JIn.Pongtiku no.112 Makale 70 RUSAK RINGAN
Jin.Pongtiku no.112 Makale 70 BAIK
Jin.Pongtiku no.112 Makale 70 BAIK
Jin.Pongtiku no.112 Makale 70 BAIK
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Jin.Pongtiku no.112 Makale 70
Jin.Pongtiku Makale 70 RUSAK RINGAN
JIn.Manggasa Makale 70 RUSAK RINGAN
BELUM
PENGADILAN NEGERI MEMILIKI
22 | BELOPA NIHIL NIHIL | RUMAH DINAS
BELUM
PENGADILAN NEGERI MEMILIKI
23 | MASAMBA NIHIL NIHIL | RUMAH DINAS
PENGADILAN NEGERI
24 | MALILI Jin. Soekarno Hatta Malili 108 | BAIK
Jin. Soekarno Hatta Malili 183 | BAIK

» KENDARAAN DINAS
Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan

Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Se-

Tabel IV.5 Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan

Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2024

-RODA 4
NO SATKER TIPE KONDISI | PENANGGUNGJAWAB KET
PENGADILAN TINGGI :
1 MAKASSAR TOYOTA ALPHARD Baik KETUA
TOYOTA CAMRY Baik KETUA
TOYOTA FORTUNER Baik WAKIL KETUA
TOYOTA CAMRY Baik Operasional
TOYOTA INNOVA Baik Panitera
; Kabag Umum dan
TOYOTA INNOVA Baik Keuangan
TOYOTA INNOVA Baik Operasional
TOYOTA HIACE Baik KASUB TURT Operasional
TOYOTA ALTIS Baik Kabag Kepegawaian
TOYOTAVIOS Baik SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI ;
2 MAKASSAR TOYOTA ALTIS Baik Ketua SEWA MARI
TOYOTA INNOVA Baik Wakil Ketua Operasional
TOYOTA INNOVA Baik Panitera Operasional
TOYOTA VIOS Baik Sekretaris Operasional
TOYOTA KF80 Baik Kabag Umum Operasional
TOYOTA KF83 Baik Kasubag Operasional
Rusak .
TOYOTA KF70 Ringan Kasubag Operasional
PENGADILAN NEGERI Rusak : Sudah dilelang
3 | SUNGGUMINASA TOYOTA KF70 Berat Sekretaris dan di hapus
TOYOTA INNOVA E Baik Wakil Ketua Operasional
Egl_(gg VSR Baik Panitera Operasional
4 | EENSA LR NEGER! TOYOTA INNOVA Baik WKPN Operasional
TOYOTA AVANZA Baik Panitera Operasional
§ | LERORDILAN NEGER] TOYOTA KIJANG LX Baik Sekretaris
TOYOTA INNOVA E Baik wakil Ketua
TOYOTA RUSH baik Ketua
\1.;?{8; A AVANZA Baik Panitera
§ | Cp N PILANNEGER] TOYOTA INNOVA E Baik Wakil Ketua
;3;3;2 aE Baik Panitera
.T.g;ggq RUSH'1.5 Baik sekretaris
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7 | e IEAN NECER] TOYOTA VENTURER Baik Ketua Pinjam Pakai
TOYOTA RUSH NEW Baik Wakil Ketua Hibah
TOYOTA AVANZA Baik Panitera Operasional
TOYOTA INOVA Baik Kasubbag Kepegawaian Operasional
Rusak :
TOYOTA KIJANG Ringan Kasubbag Umum Operasional
TOYOTA RUSH Baik Sekretaris Pinjam Pakai
8 PENGADILAN NEGERI TOYOTA KIJANG Rusak Sekretaris
JENEPONTO LONG DELUXE Ringan
TOYOTA INNOVA Baik Wakil Ketua
TOYOTA AVANZA Baik Panitera
TOYOTA INNOVA Baik Ketua PINJAM PAKAI
PENGADILAN NEGERI 5 :
] PAREPARE TOYOTA INNOVA Baik Wakil Ketua
ISISK NEW Baik Panitera
TOYOTA RUSH Baik Sekretaris
Rusak .
TOYOTA KV83 Ringan Sekretaris OPERASIONAL
EQESLQINNOVA Baik Ketua Pinjam Pakai
PENGADILAN NEGERI TOYOTA KIJANG ; :
10 ENREKANG SUPER Baik Sekretaris OPERASIONAL
;nggi NEW Baik Panitera OPERASIONAL
TOYOTA INNOVA Baik Sekretaris OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI TOYOTA INNOVA ; - .
1 SIDRAP HYBRIDE Baik Ketua Pinjam Pakai
TOYOTA INNOVA Baik Wakil Ketua Jabatan
oA ANEN Baik Panitera OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI .
12 PINRANG TOYOTA INNOVA Baik Ketua JABATAN
s NN Baik Panitera JABATAN
3| Ber o NEGER FORTUNER Baik Ketua Pinjam Pakai
T&Yg\f : IUANG Baik Panitera
TOYOTA NEW INNOVA Baik Wakil Ketua
18;8;: LA Rusak Sekretaris
TOYOTA KIJANG Baik Kasubag
PENGADILAN NEGERI . g
14 WATANSOPPENG TOYOTA INNOVA Baik Wakil Ketua
TOYOTA HILUX Baik Ketua Pinjam Pakai
gg;g;a KNG Baik Sekretaris
E%IS gﬁ; Ll Baik Kasub Umum Pinjam Pakai
ISZI'?I-ZFE NEW Baik Panitera
PENGADILAN NEGERI TOYOTA KIJANG Rusak
B SENGKANG SUPER Ringan Kasub Umum
Rusak ;
TOYOTA INNOVA Ringan Wakil Ketua
LS‘A{SE NEW Baik Panitera
TOYOTA FORTUNER Baik Ketua Pinjam Pakai
Rusak < - .
TOYOTA INNOVA Ringan Sekretaris Pinjam Pakai
PENGADILAN NEGERI TOYOTA INNOVA ; - .
16 BANTAENG VENTURER Baik Ketua Pinjam Pakai
;S;g;"\ e 2::2: Sekretaris Operasional
Rusak . s
TOYOTA AVANZA Ringan Panitera Operasional
TOYOTA INNOVA g‘;gﬂf} Wakil Ketua Operasional
1% | SR NEGER TOYOTAINNOVASTD |  Baik Ketua PINJAM PAKAI
i Baik Panitera OPERASIONAL
TOYOTA KIJANG Baik Sekretaris OPERASIONAL
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PENGADILAN NEGERI :
18 BULUKUMBA TOYOTA FORTUNER Baik Ketua
INNOVA ZENIX Baik Wakil Ketua Hibah
Rusak ; :
TOYOTA INNOVA G Fibaan Sekretaris Operasional
Rusak ;
TOYOTA KIJANG Ringan Operasional
TOYOTA AVANZA g:g‘;‘; Panitera Operasional
PENGADILAN NEGERI Rusak :
19 SELAYAR TOYOTA KIJANG KF70 Rinician KPB Usul penjualan
TOYOTA INNOVA E Baik Kasubag Umum Operasional
TOYOTA AVANZA Baik Panitera Operasional
TOYOTA INNOVA ;
ZENIX Baik Ketua PINJAM PAKAI
E‘I)I(‘I":,SALLBEI)EEI Baik Sekretaris Operasional
PENGADILAN NEGERI :
20 PALOPO TOYOTA INNOVA E Baik Ketua PINJAM PAKAI
TOYOTA AVANZA Baik Panitera Operasional
21 | PENGADILAN NEGER TOYOTA FORTUNER Baik Ketua PINJAM PAKA
MAKALE
TOYOTA INNOVA/E Baik Wakil Ketua PINJAM PAKAI
TOYOTA INNOVAJE Baik Sekretaris operasional
\ngfgg AAVANZA Baik Panitera operasional
TOYOTA AVANZA E- . Kasub Bagian Umum :
DRES Railk dan Keuangan operEion|
PENGADILAN NEGERI y
22 BELOPA INNOVA Baik Ketua PINJAM PAKAI
EXPANDER Baik Panitera SRV HARL
EXPANDER Baik Sekretaris Operasional
TOYORA RUSH Baik Panmud operasional
73| PRNCAPILANNEGER) TOYOTA INNOVAE Baik Sekretaris operasional
;SXSEQNELOZ Baik Panitera operasional
TOYOTA INNOVA/G Baik Wakil Ketua pinjam pakai
;?{I%EA FORTUNER Baik Ketua pinjam pakai
2g. | EENORBILANNECER] TOYOTA INNOVA/G Baik Ketua Operasional
TOYOTA AVANZA Baik Panitera operasional
DAIHATSU TERIOS Baik Sekretaris PINJAM PAKM
- RODA 2
NO SATKER TIPE KONDISI PENANGGUNGJAWAB KET
PENGADILAN TINGGI
1 MAKASSAR HONDA MEGAPRO BAIK STAF OPERASIONAL
HONDA MEGAPRO BAIK STAF OPERASIONAL
HONDA MEGAPRO BAIK STAF OPERASIONAL
HONDA SUPRA BAIK KASUB KEPEG OPERASIONAL
HONDA SUPRA BAIK STAF OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI SUZUKI THUNDER RUSAK
2 MAKASSAR 125 RINGAN SEKRETARIS OPERASIONAL
SUZUKI NEW
SHOGUN BAIK JURUSITA OPERASIONAL
SUZUKI THUNDER BAIK STAF OPERASIONAL
HONDA MEGAPRO BAIK STAF OPERASIONAL
SUZUKI SHOGUN BAIK STAF OPERASIONAL
RUSAK
HONDA MEGAPRO RINGAN STAF OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI RUSAK Sudah dilelang dan di
3 SUNGGUMINASA HONDA CG110 BERAT SEKRETARIS hapus
RUSAK Sudah dilelang dan di
HONDA GLPRO BERAT SEKRETARIS hapus
RUSAK Sudah dilelang dan di
HONDA MCB BERAT SEKRETARIS hapus
YAMAHA JUPITER RUSAK Sudah dilelang dan di
MX RINGAN KASUBEBAG hapus
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RUSAK _
YAMAHA 256 RINGAN KASUBBAG Operasional
RUSAK Sudah dilelang dan di
YAMAHA 256 s PANMUD e
YAMAHA 256 F’:ﬁg‘m KASUBBAG Operasional
RUSAK Sudah dilelang dan di
HONDA NF125 i s STAF e
ENGADILAN NEGERI .
4 ; sk E‘ME BRI | sHoGUN 125 BAIK STAF Operasional
SUZUKI THUNDER R KASUBBAG Operasional
HONDA SUPRA X125 BAIK KASUBBAG Operasional
5 | PENGADILANNEGERI | o\ oA MEGAPRO BAIK PANMUD
BARRU
HONDA MEGAPRO BAIK PANMUD
HONDA MEGAPRO BAIK KASUBBAG
HONDA ASTREA BAIK PANMUD
HONDA MEGAPRO BAIK STAF
PENGADILAN NEGERI
g |EENEAE HONDA MEGAPRO BAIK STAF
RUSAK
HONDA MCB pimiog] KASUBBAG OPERASIONAL
HONDA NF 125 SD BAIK KASUBBAG OPERASIONAL
SUZUKI MF125 BAIK KASUBBAG OPERASIONAL
YAMAHA JUPITER Z BAIK JURUSITA
YAMAHA JUPITER Z BAIK JURUSITA
YAMAHA JUPITER Z BAIK KASUBBAG
Hor DANEAZATG BAIK KASUBBAG
7 | FENGADILANNEGER! | onpA 6L PRO BAIK STAF OPERASIONAL
YAMAHA MX BAIK STAF OPERASIONAL
HONDA SUPRA BAIK KASUBBAG OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI RUSAK
m | et HONDA CG110 o KPB
RUSAK
HONDA GLPRO st KPB
RUSAK
SUZUKI THUNDER i KPB
RUSAK
SUZUKI THUNDER o SEKRETARIS OPERASIONAL
YAMAHA JUPITER BHIR Kasubbag Umum &
MX Keuangan
SUZUKI AXELO BAIK JURUSITA
YAMAHA MX CW BAIK JURUSITA
PENGADILAN NEGERI RUSAK .
i | el HONDA MEGA PRO gt KPB Sudah dilelang
HONDA MEGA PRO BAIK PANMUD PIDANA OPERASIONAL
KASUBBAG
HONDA NV125 BAIK W OPERASIONAL
HONDA NV125 BAIK SEKRETARIS OPERASIONAL
E&MAHA JUPITER BAIK KPB OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI
10 | ERier SUZUKI SHOGUN BAIK KASUBBAG KPOT OPERASIONAL
HONDA GL160 BAIK KASUBBAG UMUM OPERASIONAL
HONDA NF125 BAIK PANMUD PIDANA OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI RUSAK Sudah dilelang dan di
| siprRAP HONDA CG110 BERAT hapus
RUSAK Sudabh dilelang dan di
SUZUKI A1 BERAT hapus
RUSAK KEPALA SUB BAGIAN
HONDA NF125 RINGAN | PERENCANAAN DAN IT OPERASIONAL
RUSAK PENGELOLA
HONDA NF125 Lo g I OPERASIONAL
HONDA NC118 BAIK SEKRETARIS OPERASIONAL
12 | PENGADILANNEGERI | |1\ na supRA BAIK JURUSITA OPERASIONAL
PINRANG
SUZUKI SHOGUN BAIK PANMUD HUKUM OPERASIONAL
SUZUKI THUNDER BAIK STAF OPERASIONAL
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SUZUKI A100 Eggﬁ;‘ KPB PEMINDAHTANGAN/
PENJUALAN
SUZUKI AXELO BAIK PANMUD PERDATA OPERASIONAL
SUZUKI AXELO BAIK KASUBBAG UMUM OPERASIONAL
SUZUKI AXELO BAIK SEKRETARIS OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI RUSAK PENGELOLA
13 | WATAMPONE HONDA SUPRA FIT RINGAN KEUANGAN
RUSAK
HONDA SUPRA FIT bt JURUSITA
RUSAK
HONDA MEGAPRO e JURUSITA
RUSAK
YAMAHA MIO SOUL S KASUBBAG
BENDAHARA
HONDA SUPRA 125 BAIK i
HONDA SUPRA 125 BAIK KASUBBAG
PENGELOLA
HONDA SPACY BAIK el
PENGADILAN NEGERI
T | s g SUZUKI UW125 BAIK STAF OPERASIONAL
HONDA NF11C1 BAIK JURUSITA PENGGANTI
SUZUKI EN125 BAIK STAF
PENGADILAN NEGERI
15 [ gEnorDiy HONDA GL-PRO BAIK STAF
HONDA MEGAPRO BAIK STAF
HONDA GL160 BAIK STAF
HONDA CS124 BAIK JURUSITA
HONDA NF11C1 BAIK PANMUD
PENGADILAN NEGERI RUSAK
i | EEEe O HONDA CG110 i KPB
RUSAK
SUZUKI SHOGUN et PANMUD
RUSAK
SUZUKI THUNDER o STAF OPERASIONAL
RUSAK
SUZUKI SHOGUN e KASUBBAG OPERASIONAL
RUSAK
HONDA SUPRA g STAF OPERASIONAL
17 gﬁﬂiﬁmm NEGERI | |oNDA KHARISMA BAIK PANMUD OPERASIONAL
SUZUKI SHOGUN BAIK KASUBBAG OPERASIONAL
SUZUKI AXELO BAIK PANMUD OPERASIONAL
SUZUKI SHOGUN BAIK STAF OPERASIONAL
15 | PENGADILAN NEGERI | YAMAHA JUPITER RUSAK AR
BULUKUMBA MX RINGAN
RUSAK
SUZUKI SHOGUN L STAF
RUSAK
SUZUKI AXELO i KASUBBAG
SUZUKI NEW RUSAK
ADDRESS RINGAN FASUBBAG
PENGADILAN NEGERI RUSAK ;
19 SELAYAR HONDA A100 RINGAN KASUBBAG Operasional
RUSAK Diusulkan
HONDR:CG110 BERAT KPB pemindahtanganan
HONDA WIN gﬁg’:ﬁ STAF Operasional
SUZUKI SHOGUN BAIK STAF Operasional
HONDA SUPRA BAIK STAF Operasional
HONDA SUPRA BAIK KASUBBAG Operasional
PENGADILAN NEGERI RUSAK sudah dilelang, masih
20 PALOPO HONDA'CG110 BERAT e pengajuan penghapusan
HONDA NF125SF BAIK KASUBBAG Operasional
HONDA SUPRA BAIK SEKRETARIS Operasional
HONDA SPACY BAIK KETUA Operasional
CorpANEWBLADE BAIK KASUBBAG Operasional
HONDA MEGAPRO BAIK PANMUD OPerasional
PENGADILAN NEGERI RUSAK sudah dilelang, masih
& MAKALE HONDA CG1{ 19 BERAT KRB pengajuan penghapusan
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RUSAK sudah dilelang, masih
HOMDA GLMAX BERAT STAR pengajuan penghapusan
RUSAK sudah dilelang, masih
HONDAMEGAFRO BERAT STAR pengajuan penghapusan
SUZUKI SHOGUN e STAF operasional
SUZUKI SHOGUN BAIK KASUBBAG operasional
SUZUKI SHOGUN BAIK KASUBBAG operasional
PENGADILAN NEGERI | v amaHA CWFT BAIK STAF OPERASIONAL
BELOPA
YAMAHA AEROX BAIK STAF OPERASIONAL
HONDA REVO X BAIK STAF OPERASIONAL
hpﬂiﬁﬁf‘n“"‘” NEGERI | jupITER CWi35 BAIK : Operasional Kepaniteraan
BENDAHARA Operasional
JUPITER CW135 BAIK PENGELUARAN Kesekretariatan
Operasional
HONDA BEAT BAIK BENDAHARA PNBP Kes skretariat
PENGADILAN NEGERI
MASAMEBA HONDA SUPRA X125 BAIK Kasubbag
HONDA VIERZA BAIK Js
HONDA SUPRA X125 BAIK Panmud

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi di era modern khususnya pada Pengadilan Tinggi
seperti saat ini sangatlah memiliki Makassar. Saat ini fasilitas teknologi
peranan penting dalam meningkatkan informasi pada Pengadilan Tinggi
kualitas dan kuantitas Pengadilan Makassar telah dioperasikan non-stop
sebagai lembaga Pelayanan Publik di selama 24 jam setiap harinya.
Bidang Hukum. Sehingga pengisian data dan akses
Berdasarkan Surat Keputusan KMA informasi dapat diakses setiap waktu
No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang oleh seluruh warga Pengadilan Tinggi
Pedoman Pelayanan Informasi di Makassar di lingkungan kantor.
Pengadilan, maka disetiap pengadilan Berikut akan diulas secara detail
di Indonesia diwajibkan  untuk mengenai  pengelolaan  teknologi
memenuhi kebutuhan yang informasi pada Pengadilan Tinggi
berhubungan dengan pelayanan Makassar. Mayoritas hampir semua
tersebut. Baik itu perangkat keras ketua pengadilan telah menetapkan
maupun perangkat lunak. Teknologi Tim Teknologi Informasi dalam bentuk
informasi  merupakan faktor penting surat keputusan ketua pengadilan.

pendukung kinerja instansi,
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- Perangkat lunak
Perangkat lunak yang digunakan dalam pengadilan adalah:

1. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi ini merupakan
aplikasi wajib yang harus dimiliki setiap pengadilan di Indonesia. Aplikasi ini
digunakan sebagai aplikasi bantu register perkara dalam proses menuju
pelaporan yang paperless. Selain itu aplikasi CTS versi web, bisa diakses oleh
para pencari keadilan untuk mencari informasi perkara yang sedang
berlangsung. Sekarang ini sudah ada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara untuk tingkat pengadilan banding. Aplikasi ini menampung data banding
yang dikirim oleh pengadilan tingkat pertama yang mengajukan banding dengan
memasukkan data banding melalui aplikasi SIPP pada pengadilan tingkat
pertama. Sehingga baik pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat
banding sama-sama sudah memiliki aplikasi SIPP sehingga dapat menjadi alat
kontrol pengadilan tingkat banding kepada pengadilan tingkat pertama.

2. Aplikasi e-Court, e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk
Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya
Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang
dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online,
saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan
mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan
Tinggi tempat dimana Advokat disumpah;

3.  Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) merupakan sebuah aplikasi
yang berfungsi utama sebagai media pelaporan dan penyimpanan dan database
sentral berisi data-data aset, keuangan, dan remunerasi.

4. Aplikasi SAKTI, Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi
merupakan aplikasi keuangan untuk satker, yang menghasilkan sebuah laporan
keuangan seperti laporan realisasi belanja, realisasi pendapatan dan realisasi-
realisasi lain yang berhubungan dengan keuangan. Aplikasi ini juga untuk
pencatatan Aset, baik aset tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan
mesin, jalan dan irigasi maupun jaringan. dan juga dapat mencatat aset-aset
tak berwujud seperti software computer serta untuk pencatatan transaksi barang-
barang yang peruntukannya sebagai persediaan atau biasa disebut dengan
barang habis pakai.

5. Aplikasi gaji (GPP) Aplikasi ini sebenarnya memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai
aplikasi pencetakan dokumen perhitungan gaji pegawai PNS/Hakim/Polisi, dan
juga sebagai aplikasi pendukung pada aplikasi SAKTI.

6. Aplikasi emonev Bappenas merupakan aplikasi  pelaporan data
hasil pemantauan generasi ketiga dari aplikasi yang sudah dikembangkan dan
dijalankan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 (PP 39/2006)
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan di terbitkan

7. Aplikasi emonev DJA atau disebut Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web
yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran

8.  Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) merupakan aplikasi
serbaguna pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari perencanaan,
pengelolaan, penatausahaan, pemeliharaan dan penghapusannya.

9.  Website, semua pengadilan sudah memiliki website pengadilan masing-masing,
tujuan dari website ini adalah sebagai bentuk pelayanan informasi publik.

10. Sikep, Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) adalah aplikasi pengelolaan
kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di bawahnya

11. Komdanas, Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) adalah sebuah aplikasi
yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-
data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi
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BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Makassar
dan satker dibawahnya melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi Badan
Peradilan Yang Agung. Salah satunya dengan pelaksanaan akreditasi penjaminan
mutu yang sejak Tahun 2024 menjadi AMPUH. SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan
Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk
pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk
mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib
administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.
Ruang lingkup program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi
standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang,
penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar
(operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu
Pengadilan Unggul. Predikat sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH
(AMPUH) :

1. Paripurna

2. Unggul

3. Utama

4. Baik

5. Cukup

Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai
meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Berikut ini predikat
AMPUH di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar :

Tabel V.1. Daftar Predikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh
di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar

Sertifikasi
Mutu
NO NAMA SATKER KELAS LOKASI Pengadilan
Unggul Dan
Tangguh
1| PT MAKASSAR Type A MAKASSAR UTAMA
2 | PN MAKASSAR IA KHUSUS MAKASSAR UTAMA
3 | PN SUNGGUMINASA IA SUNGGUMINASA UTAMA
4 | PN TAKALAR [l TAKALAR UTAMA
5 | PN JENEPONTO I JENEPONTO UTAMA
6 | PN BANTAENG Il BANTAENG UNGGUL
7 | PN MAROS IB MAROS UTAMA
8 | PN PANGKAJENE Il PANGKAJENE UTAMA
9 | PN BARRU Il BARRU UTAMA
10 | PN PAREPARE Il PAREPARE UTAMA
11 | PN SIDRAP Il SIDRAP UTAMA
12 | PN PINRANG Il PINRANG UTAMA
13 | PN ENREKANG Il ENREKANG UTAMA
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14 | PN WATANSOPPENG Il WATANSOPPENG UTAMA
15 | PN BULUKUMBA 1B BULUKUMBA UTAMA
KEPULAUAN
16 | PN SELAYAR Il SELAYAR UTAMA
17 | PN SINJAI 1 SINJAI UTAMA
18 | PN WATAMPONE IA BONE UTAMA
19 | PN SENGKANG B WAJO UTAMA
20 | PN PALOPO B PALOPO UTAMA
MAKALE, TANA
21 | PN MAKALE IB TORAJA UTAMA
MALILI, KAB. LUWU
22 | PN MALILI Il TIMUR UTAMA
MASAMBA, KAB.
23 | PN MASAMBA Il LUWU UTARA UTAMA
BELOPA, KAB.
24 | PN BELOPA Il LUWU UTAMA

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur,
dan terjangkau Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi
Makassar telah melaksanakan pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan terpadu melalui satu pintu, yang mana PTSP ini
bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi,
nepotisme. Prinsip dalam pelaksanaan PTSP yaitu:
a. Keterpaduan;
b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
c. Koordinasi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang
menjadi kewenangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebagaimana
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012
Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan
perundangan lainnya yang berlaku.

Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Makassar
telah menyediaan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung
berupa Pelayanan Terpad Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Meja Pelayanan dan
Meja Informasi, yang ada di bagian depan/lobi gedung pengadilan, berdasarkan
SK. Ketua Pengadilan masing-masing setiap harinya telah ditunjuk petugas piket
untuk meja informasi dan juga petugas pelayanan. Bagi pengunjung yang datang
ke pengadilan petugas meja informasi yang akan menberi penjelasan ataupun
mengarahkan masyarakat di meja mana akan mendapatkan layanan sesuai
dengan yang dituju.
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C. Inovasi Pelayanan Publik
Untuk meningkatkan dan menjaga kemadirian dalam pemberian layanan kepada

4%

pencari keadilan beberapa Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan telah
menerapkan beberapa inovasi, diantaranya:

a.

Penerapan Security Justice

Gedung Pengadilan Negeri telah menerapkan security justice dan area steril
guna menindaklanjuti penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Security
Justice yang dimaksud adalah jalur menuju masuk atau keluar dari ruang
sidang tidak ada pertemuan antara pencari keadilan baik Jaksa, Pengacara,
Terdakwa, Saksi maupun Penasehat Hukum dengan Majelis Hakim atau
Panitera Pengganti. Sehingga memberikan rasa keamanan Majelis Hakim atau
Panitera Pengganti.

Steril Area dan Himbauan Anti Gratifikasi Melalui Pengeras Suara
Sedangkan untuk area steril adalah area dimana pengunjug sidang atau
pencari keadilan tidak bisa masuk ke area internal kantor Pengadilan Negeri,
yang mana dapat memungkinkan terjadinya pembicaraan atau pertemuan
untuk memberikan intervensi terkait dengan suatu perkara. Pelayanan yang
diberikan seluruhnya harus melalui Meja PTSP. Area steril tersebut dilengkapi
dengan kunci otomatis atau kunci elektrik yang menggunakan finger print atau
kartu. Dan juga himbauan kepada pencari keadilan untuk tidak memberikan
gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Negeri melalui pengeras suara dengan
sistem komputerisasi.

Website Resmi Untuk Sarana Informasi

Pengadilan Negeri juga telah mempunyai website resmi yaitu sebagai fasilitas
dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi
yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri tanpa harus
mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut.

Ruang Tunggu Pelayanan

Disediakan Ruang Tunggu dimana pencari keadilan dapat beristirahat sejenak
sambil menunggu antrian untuk mendapatkan layanan.

Anjungan Terpadu dan Pojok e-Court

Disediakan pula Anjungan Terpadu berupa komputer yang dapat mengakses
layanan E- Court, Eraterang, SIPP, Website Pengadilan Neberi dan Aplikasi
SIWAS. Selain itu anjungan terpadu tersebut sudah terhubung dengan jaringan
internet sehingga apabila pencari keadilan ingin mendapatkan informasi yang
lain dapat juga menggunankannya. Disediakan pula Pojok E-Court untuk
memudahkan para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkara perdata
secara online.

Pembayaran Panjar Biaya Perkara di Tempat

Disediakan pula Payment Point yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari
keadilan untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara perdata.
Anjungan Survey

Untuk mengetahui kualitas pelayanan pada masyarakat dan indeks persepsi
korupsi di Pengadilan Negeri, telah disediakan anjungan survey kepuasan
masyarakat dan survey persepsi korupsi.

Pelayanan Difabel

Untuk memberikan layanan kepada penyandang difabel, di Pengadilan Negeri
juga disediakan sarana dan prasarananya.
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BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar
melakukan pengawasan bidang oleh Hakim Pengawas Bidang baik di
Kepaniteraan dan Kesekretariatan dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar.
Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri dilakukan oleh Hakim Pengawas
Daerah.

Untuk melakukan Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah Ketua
Pengadilan Tinggi Makassar menunjuk Hakim Tinggi dengan Surat Keputusan.
Selama Tahun 2024 karena ada mutasi Hakim Tinggi maka Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Pengawas Daerah dan Pengawas
Bidang terdapat beberapa revisi sebagai berikut:

1. Pengawas Bidang:
Untuk Pengawasan Bidang dilakukan secara berkala setiap bulan dan
hasilnya dilaporkan pada saat pelaksanaan Rapat setiap bulan dan dilakukan
pembahasan atas temuan yang ada untuk dilakukan perbaikan dan mencari
solusinya.
a. SK Pengawas Bidang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 7/KPT W22-

U/SK.KP3.4/1/2024.

b. SK Pengawas Bidang tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 140/KPT.\W22-

U/SK.KP3.4/VIIi/2024
2. Pengawas Daerah:

Pengawasan Daerah dilakukan pada 23 (Dua Puluh Tiga) Satuan Kerja
Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Makassar minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun apabila diperlukan
dapat dilakukan pengawasan secara esidentil kepada Pengadilan Negeri yang
bersangkutan. Untuk pelaksanaannya baik Pengawasan Bidang maupun
Pengawasan Daerah Hakim Tinggi dibantu oleh Pejabat Fungsional dan
Struktural serta staf.

a. SK Pengawas Daerah tanggal 8 Januari 2024 Nomor 9/KPT.W22-

U/SK.KP3.4/1/2024.

b. SK Pengawas Daerah tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 143/KPT.W22-

U/SK.KP/VIII/2024

~db

Berikut ini Data Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Wilayah PT
Makassar Tahun 2024:

Tabel VI.1 Data Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Wilayah PT Makassar

Pelaksanaan
Pengawasan dan Satuan Kerja Pelaksana Jabatan
Pembinaan
Selasa s/d Jumat Hakim Tinggi
27 Februari 2024 | “o0 Miasamba Hari Widodo. S.H., M.H.
s/d 1 maret 2024
Rerung Patongloan S.H. Hakim Tinggi
. Panitera
Dermawan Tahir, S.H. Periaganti
Kepala Sub
Rio Rakhmat Anugrah, Bagian
SE. Kepegawaian &
Tl
Yuli Harianto PPNPN
. -PN Palopo p— : Hakim Tinggi
Minggu s/d rabu -PN Belopa Pudji Tri Rahadi, S.H.
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25 s/d 28 Februari
2024

~—db

: : Panitera
Andi Safri, S.E., M.H. Penggant
. Panitera
Hamsiah, S.H., M.H. Pengganti
. Panitera
Hernawati, S.H. Pengganti
Sitti Sohorah Hannan, Panitera
S.H. Pengganti
Dr. Inggou David Purba, Analisis Perkara
S.kom., S.H.,, M.H. Peradilan
Pranata
Aisya Rizki Astari, S.Kom Komputer Ahli
Pertama
Hasrul PPNPN
Nur Syamsi Hasan, S.Si PPNPN
Sabtu s/d Minggu :gm r\pnztﬁpo Eanltera ”
24 Februari 2024 5 Sandi, S.H., M.H. engganti
s/d 3 Maret 2024 | N Masamba Ajudan
-PN Belopa
Andi Kurniawan PPNPN
: -PN Palopo Hakim Tinggi
pia 25 PN Mall Dr. H. Zainuddin, S.H., o
ebruari 2024 s/d
3 Maret 2024 -PN Masamba M.Hum.
-PN Belopa
H. Makassau, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
Marten Teny Pietersz, Panitera
S.Sos., S H., M.H.
Andi Baso K. S.H. Sekretaris
Mustafa PPNPN
Rabu s/d Kamis . Panitera
27 s/d 28 Maret | PN Makale WanenTeny Pretersz,
S.Sos., S.H., M.H.
2024
Mustafa PPNPN
g?s?énfﬁgezlgzi PN Makassar Ferdinandus B. S.H Hakim Tinggi
Achmad Guntur. S.H. Hakim Tinggi
Dwi Purwadi. S.H. M.H Hakim Tinggi
Hongkun Otoh, S.H., M.H. | Hakim Tinggi
Setyanto Hermawan S.H., | Hakim Tinggi
M.Hum.
Muhammad Sainal, S.H., | HakimTinggi
M.Hum.
Mulijanto, S.H., M.H. ?i?)‘l.‘lfgr"d”"c
Marten Teny Pietersz, Panitera
S.Sos., S.H.,, M.H.
Andi Baso K., S.H. Sekretaris
Kepala Bagian
; Perencanaan
Mursyid Saleh S.E., S.H. Dan
Kepegawaian
. Panitera Muda
H. Syahrir Dahlan, S.H. Bordats
Panitera
H. Muh Taufiq Penggant
Kepala Bagian
Herdiyanto S.Kom Umum Dan
Keuangan
Kepala Sub
. Bagian Tata
Ahyadi Jusaeman S.Kom Usgha dan

Rumah Tangga
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Dr. Inggou David Purba,

CE
Analisis Perkara

S.kom., S.H., M.H. Peradilan
Yuli Harianto PPNPN
7 | Senin, 3 Juni 2024 | PN Makassar S oamnuddn Sl | e
Dr. Djaniko M.H. Girsang, | Wakil Ketua
S.H., M.Hum
: . .. | Pranita
gricg; Muninggrat Fararit, Komputer Ahii
) Pertama
Hasrul PPNPN
Wahyu Zaldi Basa PPNPN
8 Senin s.d Kamis 1 | -PN Watampone Dr. Djaniko M.H. Girsang, | Wakil Ketua
s.d. 4 Juli 2024 -PN Sinjai S.H., M.Hum
Dr. Muhammad Sainal, Hakim Tinggi
S.H., M.Hum.
Dr. Inggou David Purba, Analisis Perkara
S.kom., S.H., M.H. Peradilan
Klerek — Analisis
Wahyu Zaldi Basa Perkara
Peradilan
Kamis s/d Jumat : . Ketua
9 | 27 s/d 28 Juni PN Parepare arﬁ:muddln, S.H.,
2024 ’ )
Dr. Muhammad Sainal, Hakim Tinggi
S.H., M.Hum.
Marten Teny Pietersz, Panitera
S.Sos., S.H., M.H.
Panitera
Wahyu Mulyadi, A.md Pengganti /
Ajudan
grzgi; Muninggrat Fararit, E;?;L?er Ahli
) ' Pertama
Hasrul PPNPN
10 Selasa s/d Rabu 9 | -PN Pangkajene Dr. Djaniko M.H. Girsang, | Wakil Ketua
s/d10 Juli 2024 -PN Barru S.H., M.Hum
Dwi Purdadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi
Pranata
Aisya Rizki Astari, S.Kom | Komputer Ahli
Pertama
Klerek —
Hasbullah Pengadministrasi
Perkantoran
Wahyu Saldi Basa PPNPN
Wahyuni Zakaria PPNPN
Kamis s/d Jumat A A Ketua
11 | 11 s/d 12 Juli PN Bulukumba arﬁsmuddm, SH.,
2024 ' '
Panitera
Wahyu Mulyadi, A.md Pengganti /
Ajudan
gric;i'i Muninggrat Fararit, Egga;iter ARli
) ' Pertama
Hasrul PPNPN
12 Selasa s/d Jumat, | -PN Bulukumba Dr. Parulian Hakim Tinggi
9 s/d 12 Juli 2024 | -PN Sinjai Lumbanturoan, S.H., M.H.
H. Mustari S.H. Hakim Tinggi
Achmad Guntur, S.H. Hakim Tinggi
Marten Teny Pietersz, Panitera

S.Sos., S.H., M.H.
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Andi Baso K, S.H.

Herdiyanto, S.Kom.

Kabag Umum
Dan Keuangan

Kasmawati, S.Kom.

Kasubag
Keuangan Dan
Pelaporan

Hamsiah, S.H., M.H..

Panitera
Pengganti

Dr. Inggou David Purba,
S.kom., S.H., M.H.

Klerek — Analisis
Perkara
Peradilan

13

Selasa s/d Jumat
30 Juli s/d 02
Agustus 2024

PN Pangkajene

Andi Baso K, S.H.

Sekretaris

Herdiyanto, S.Kom.

Kepala Bagian
Umum Dan
keuangan

Kasmawati, S.Kom

Kepala Sub
Bagian Dan
Pelaporan

Pengolah Data
dan Informasi,

Yusi Triany Sinaga, S.E.,
M.H.

Thomas Raditya .
Sub Bagian
Bagaskara, A.Md. Keuangan Dan
Pelaporan
Selasa s/d Sabtu :{Zm g;g:zgg Hakim Tinggi
14 ggzs‘;’d 24 Agustus -PN Enrekang Tahsin S.H., M.H
-PN Makale
Akhmad Rosidin, SH., Hakim Tinggi
MH.
Fransiskus Arkadeus Hakim Tinggi
Ruwe, S.H., M.H.
Martinus Bala, S.H. Hakim Tinggi
Dr. Muhammad Sainal, Hakim Tinggi
S.H., M.Hum.
Rita Lati, S.E., M.H. Hakim Tinggi
Kepala Sub
: Bagian
Kasmawati, S.Kom. Keuangan dan
Pelaporan
Kepala Sub
Rio Rakhmat Anugrah, Bagian
SE. Kepegawaian
Dan Tl
Yuli Harianto PPNPN
Senin s/d Rabu 26 | -PN Takalar Wakil Ketua
15 | s/d 28 Agustus -PN Jeneponto Nusryam, S.H., M.Hum
2024 -PN Bantaeng
Siswatmono Radiantoro, Hakim Tinggi
S.H
Frangki Tambuwun, S.H., | Hakim Tinggi
M.H
H.Budhy Hertantiyo, S.H., | Hakim Tinggi
M.H.
Dwi Purwadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi -
. Panitera Muda
H. Syahrir Dahlan, S.H. Pardata
H.Muh.Taufiq T, S.H., Panitera
M.H. Pengganti
Kepala Sub

Bagian Rencana
Program dan
Anggaran
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Dr. Inggou David Purba, | Analisis Perkara
S.kom., SH., M.H. Peradilan
Penata
Aisya Rizki Astari, S.Kom | Komputer
Pertama
Andi Kurniawan PPNPN
-PN Pinrang Ketua
6 gg':fzazﬂigigfﬂs -PN Sidrap Dr.Zainuddin, S.H.,
2024 -PN Enrekang M.Hum.
-PN Makale
Marten Teny Pietersz, Panitera m
S.Sos., S.H., M.H.
Panitera
Wahyudi Mulyadi, A.Md Pengganti /
Ajudan |
grzr;iran Muninggrat Fararit, Ezﬁgstﬁer Ahli
) Pertama
Hasrul PPNPN
Nursyamsi Hasan, S.Si PPNPN
Rabu s/d Jumat -PN Pangke ; Hakim Tinggi
17 | 21 s/d 23 Agustus | -PN Barrd ¢ oer Sendong, S:H, -
2024 -PN Parepare R
Yunus Sesa, S.H., M.H. Hakim Tinggi
Martin Ponto Bidara, S.H. | Hakim Tinggi
Achmad Guntur, S.H. Hakim Tinggi
Kepala Bagian
Herdiyanto, S.Kom Umum dan
Keuangan
. Panitera Muda
H. Syahrir Dahlan, S.H. Perdata
Dr. Inggou David Purba, Analisis Perkara
S.kom., S.H., M.H. Peradilan
Thomas Raditya g:pag:gljorlv?iiik
Bagaskara, A.Md Negara
18 égrznft. 11 Oktober PN Sungguminasa IlE{.I_Il::.mz.eunudt:lm. S.H., Ketua
Achmad Guntur, S.H. Hakim Tinggi
Dwi Purwadi, S.H. Hakim Tinggi
Hongkun Otoh, S.H., M.H. | Hakim Tinggi
Marten Teny Pietersz., Panitera
S.sos., S.H., M.H.
Andi Baso K., S.H. Sekretaris
Kepala Sub

Yusi Triany Sinaga, S.E.,
S.H., MH.

Bagian Rencana
Program dan

Anggaran.
. Kepala Sub
ahgiadl Jusaeman., S.E., Bagian Tata
o Usaha B
Panitera
Drs. H. M. Chandra ,
Parenrengi Sjahrir, S.H. Pengganti
. Panitera
Dermawan Tahir, S.H. Pengganti
Dr. Inggou David Purba, Analisis Perkara
S.Kom.,, S.H., M.H. Peradilan
Panitera
Wahyudi Mulyadi, A.Md. Pengganti/
Ajudan
' ; Pranata
E:g'ﬁat hguggurggarat Komputer Ahli
! AR ; Pertama
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Hasrul
Mustafa
Kamis, 10 Oktober Lenny Wati Mulasmadhi, Hakim Tinggi
19| 2024 FNTETEE S.H., M.H.
Acice Sendong, S.H., Hakim Tinggi
M.H.
Achmad Guntur, S.H. Hakim Tinggi
Kepala Bagian
Herdiyanto. S.Kom. Umum dan
keuangan
. Panitera Muda
H. Syahrir Dahlan, S.H. Perdats
Meiman Perlindungan Penata Layanan
Dachi, S.Ip. Operasional
Nur Algadri, A.Md. Pengelola Data
Pengadministrasi
Hasbullah Umum
Jumat, 11 Oktober : Dr. H. Zainuddin, SH., Ketua
20 2024 PN Sungguminasa M. Hum:
Achmad Guntur, S.H. Hakim Tinggi
Dwi Purwadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi
Hongkun Otoh S.H., M.H. | Hakim Tinggi
Marten Teny Pietersz., Panitera
S.Sos., SH., M.H
Andi Baso K., S.H. Sekretaris
Kepala Sub
R ; Bagian
‘S(u: 'I!'\;h'ﬁy Sinaga, S.E., Renacana
T Program dan
Anggaran
Kepala Sub
Ahyadi Jusaeman, S.E., Bagian Tata
M.Si. Usaha dan
Rumah Tangga
Panitera
Drs. H. M. Chandra .
Parenrengi Sjahrir, S.H. Penggant
; Panitera
Dermawan Tahir, S.H. Pengganti
Dr. Inggou David Purba, Analisis Perkara
S.Kom., S H., M.H. Peradilan
Panitera
Wahyu Mulyadi, A.Md. Pengganti /
Ajudan
: g Pranata
Fradia Muninggarat .
- Komputer Ahli
Fararit, S.Kom. Partains
Hasrul PPNPN
Rabu s/d Sabtu 16 | -PN Watampone Hakim Tinggi
21 | s/d 19 Oktober -PN Watansoppeng gggéytgamr;m
2024 -PN Sengkang o
Hongkun Otoh, S.H., M.H. | Hakim Tinggi
H. Winarno, S.H., M.H. Hakim Tinggi
Kepala Bagian
Mursyid Saleh, S.E. L emncanzan
Kepegawaian
Panitera
Muh. Taufiq T. S.H., M.H. Pengganti
2 Panitera
Abd. Latif, S.H. Pengganti
Yusi Triany Sinaga, S.E., | Kepala Sub

S.H., M.H.

Bagian Rencana
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dan Anggaran
Dr. Inggou David Purba, Analisis Perkara
S.Kom., S.H., M.H. Peradilan
Meiman Perlindungan Penata Layanan
Dachi, S.Ip. Operasional
Senin s/d Jumat . . Ketua
-PN Watansoppeng | Dr. H. Zainuddin, S.H.,
22 ggzs‘;’d 28 Qleoher -PN Selayar 4 M.Hum.
Marten Teny Pietersz., Panitera
S.Sos, S.H., M.H
Panitera
Wahyudi Mulyadi, A.Md. Pengganti /
Ajudan
Hasrul PPNPN
Mustafa PPNPN
Selasa s/d Jumat . Hakim Tinggi
23 | 22 s/d 25 Oktober | PN Selayar g”‘;r”’n] 2 AngosrRsth,
2024 S
Hastopo, S.H., M.H. Hakim Tinggi
Dr. Muhammad Sainal, Hakim Tinggi

S.H., M.Hum.

Mahdalena Rehulina

Analisis Sumber
Daya Manusia

Ginting, S.E. Aparatur Ahli
Muda
Dr. Inggou David Purba, Analisis Perkara
S.Kom., S.H., M.H. Peradilan
] ; Pranata
E;E:gll?t hguirgggr;]garat Komputer Ahli
it : Pertama
. Analisis Perkara
Rezky Amaliah, S.H. Peradilan

B. Evaluasi

Evaluasi Pengadilan Tinggi Makassar dilakukan dilakukan secara berkala terhadap
semua unsur baik Hakim Tinggi, Tenaga Kepaniteraan maupun Kesekretariatan
baik pejabat maupun staf juga Tenaga Honorer dilakukan setiap bulan pada saat
Rapat Bulanan, selain membahas temuan hasil pengawasan bidang, juga tentang
disiplin kerja, disiplin waktu, hasil kerja/kinerja baik perkara, kepaniteraan maupun
kesekretariatan dan hasil evaluasi tersebut harus ditindak lanjuti sebagai langkah
perbaikan dan dibuat dokumen notulen rapat. Untuk Tenaga Honorer/Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) juga dilakukan Penilaian secara tertulis
terdiri dari beberapa kriteria termasuk daftar hadir masing - masing oleh pejabat
yang berwenang setiap akhir tahun. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar
pertimbangan untuk dapat atau tidaknya yang bersangkutan diperpanjang sebagai
tenaga PPNPN pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk tahun berikutnya.
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BAB VIl PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian yang ada dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

2.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan telah melaksanakan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Terdapat 4 (empat) satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Makassar
telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi yaitu PN Maros, PN
Masamba, PN Parepare dan PN Bantaeng;

Seluruh sisa perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan Pidana Anak tahun 2023
telah diputus di tahun 2024;

Seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan mendapatkan anggaran
POSBAKUM dan rata-rata realisasi mencapai 99,90%:

Untuk anggaran Sidang Keliling hanya ada 9 (sembilan) satuan kerja yang
mendapat anggaran dengan rata-rata realisasi sebesar 95,83% di Tahun
Anggaran 2024, tidak maksimalnya realisasi disebabkan karena pada akhir
tahun terdapat pemblokiran anggaran perjalanan dinas;

Untuk anggaran Prodeo terdapat 16 (enam belas) satuan kerja yang
mendapat anggaran dengan rata-rata realisasi sebesar 47,16% di Tahun
Anggaran 2024;

Untuk DIPA 01 Tahun Anggaran 2024 dari anggaran Badan Urusan
Administrasi penyerapan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar untuk
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal mencapai 98,96%;
Untuk DIPA 03 Tahun Anggaran 2024 dari Anggaran Direktorat Jenderal
Badilum penyerapan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar mencapai
96,22%;

Barang Milik Negara berupa Tempat Sidang Tidak Tetap/Setting Plat yang
ada di beberapa Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Makassar
dalam kondisi rusak berat dan perlu anggaran untuk pemeliharaan atau
renovasi guna peningkatan fungsi;

Rumah dinas dimasing-masing satker belum mencukupi kebutuhan
terutama untuk para hakim pengadilan dan belum dilengkapi dengan
inventaris/meubelair;

Beberapa satuan kerja belum tersedia Rumah Dinas untuk Sekretaris;
Untuk gedung Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri di
Sulawesi Selatan rata-rata masih belum seluruhnya sesuai prototype
gedung pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan sudah menggunakan sistem
keterbukaan informasi dengan fasilitas website dan email:

Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan di Pengadilan Negeri
sudah hampir semuanya lengkap namun belum mendukung performa
aplikasi e-court dan e-berpadu.

Setiap satker yang berada pada wilayah Pengadilan Tinggi Makassar sudah
menerapkan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-court baik
untuk pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara rutin berdasarkan Surat
dari Ketua Pengadilan Tinggi Makassar.
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B. Rekomendasi |

1.

10.

Perlu adanya anggaran khusus untuk menunjang jalannya Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan tingkat pertama,
yaitu salah satunya mengenai infrastruktur pada jaringan baik jaringan
lokal maupun internet:

Perlu adanya pelatihan secara rutin bagi operator IT di wilayah Pengadilan
Tinggi Makassar mengenai perawatan dan pengelolaan perangkat lunak
dan perangkat keras untuk membantu menunjang kerja operator IT:

Perlu adanya anggaran khusus untuk renovasi gedung sesuai prototype
pengadilan guna terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor;
Perlu adanya penambahan ruang kerja hakim khususnya hakim tinggi
pada Pengadilan Tinggi Makassar dikarenakan ruang kerja hakim pada
Pengadilan Tinggi Makassar kurang memadai demikian pula dengan
meubelairnya;

Tambahan anggaran untuk kebutuhan yang diperlukan sebagai sarana
dan prasarana pelaksanaan tupoksi agar diprioritaskan guna pelaksanaan
tugas yang efisien dan efektif dengan harapan bisa mencapai hasil optimal;
Personil yang ada di setiap unit organisasi/satker hendaknya ditugaskan
pada bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki guna
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan guna hasil yang optimal,
efekstif dan efisien;

Dalam rangka pembinaan menuju profesionalisme pegawai perlu adanya
Diklat Pegawai sesuai dengan sasarannya;

Perlunya penambahan tenaga IT seiring penggunaan aplikasi-aplikasi
terkait inovasi satuan kerja dan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai
kawal depan Mahkamah Agung RI di wilayah Sulawesi Selatan.

Untuk menunjang tupoksi dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di
Kepaniteraan, dengan jumlah personil yang ada saat ini dibutuhkan
tambahan ASN guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Diharapkan peningkatan kelas Pengadilan Negeri yang ada di
Sulawesi Selatan.
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